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ABSTRAK

Perkawinan dilaksanakan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan
sejahtera. Faktor psikologis maupun fisiologis dari masing-masing mempelai dapat
mempengaruhi keberlangsungan rumah tangganya. Dengan demikian sangatlah perlu
adanya pembatasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, kajian-kajian
pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Islam salah satunya membahas mengenai
penentuan batas usia perkawinan. Indonesia mempunyai ketentuan mengenai batas usia
perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan di
Malaysia khususnya di wilayah persekutuan menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-
laki 18 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Penelitian ini akan mengkaji letar belakang
filosofis ditentukannya batas usia perkawinan dan metode yang digunakan dalam
menentukan batas usia perkawinan di negara Indonesia dan Malaysia.

Jenis penelitian ini adalah Library Reserch yaitu penelitian yang mengambil dan
mengolah datanya dari sumber kepustakaan. Pendekatan yang digunakan penulis adalah
pendekatan perbandingan yang di dalamnya mencakup pendekatan sejarah dan pendekatan
filosofis. Pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan
hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain,
dalam hal ini batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Dengan
memperbandingkan sejarah latar belakang pembentukan perundang-undangan di kedua
negara tersebut dapat mengetahui makna filosofis yang terkandung. Serta dapat
menemukan metode apa yang digunakan dalam menentukan ketentuan hukum yang
diberlakukan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu mendeskripsikan
sejarah latar belakang filosofis dan metode pembentukan Undang-undang di Negara
Indonesia dan Malaysia, kemudian menganalisis dengan memperbandingkan hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, latar belakang filosofis penetapan batas usia perkawinan
dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan wilayah persekutuan Malaysia adalah
sama-sama untuk meningkatkan derajat status perempuan dan untuk merespon
perkembangan zaman. Pembatasan usia perkawinan ini dilakukan agar memenuhi tujuan
perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan menjaga keturunun dengan
baik. Indonesia mempunyai masalah kependudukan, dengan pembatasan usia perkawinan
bermaksud agar dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk. Berbeda dengan Malaysia,
karena tidak mempunyai masalah kependudukan, Malaysia tidak mempunya maksud
seperi halnya di Indonesia. Metode yang digunakan untuk menetapkan batas usia
perkawinan di Indonesia dan Malaysia menggunakan re-intepretasi nash dan saddudz
dzari’ah. Metode re-intepretasi nash dilakukan dengan mengkaji ulang nash-nash yang
telah ada dan menekankan pada maslahat umat, sedangkan saddudz dzari’ah digunakan
karena dikhawatirkan timbulnya kemudharatan. Malaysia juga menggunakan metode
siyasah syar’iyah untuk menetapkan sanksi hukuman pada pelaku yang memaksa dan
mencegah seseorang yang telah mencapai batas usia perkawinan untuk menikah. Berbeda
dengan Indonesia yang tidak menggunakan metode siyasah syar’iyah untuk mengatur
aturan tersebut. Di Indonesia apabila perkawinan terjadi karena ancaman maka dapat
dibatalkan atas permintaan suami istri.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kebutuhan-kebutuhan seperti
makhluk hidup lainnya, baik kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai
makhluk maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebutuhan manusia sangat banyak
dan tidak mungkin untuk menginventariskan seluruhnya. Oleh Karena itu, kebutuhan-
kebutuhan tersebut diklasifikasikan agar dapat dilihat secara menyeluruh. Di mana
dalam mengklasifikasikan kebutuhan tersebut berdasarkan pada diri dan sifat hakikat
manusia.

Dari sifat hakikat manusia dalam melakukan perkembangannya manusia pastilah
memerlukan pasangan hidup untuk menghasilkan keturunan. Perkawinan adalah suatu
cara yang dilakukan umat manusia untuk membentuk suatu keluarga. Bagi manusia
perkawinan merupakan hal penting, karena dengan perkawinan akan memperoleh
keseimbangan hidup baik biologis, sosial maupun psikologis.

Perkawinan bukanlah semata-mata hanya memenuhi kebutuhan biologis,
utamanya ialah pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksional?, yaitu kebutuhan

mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, serta di

! Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, cet. ke-2, (Yogyakarta: Andi Offset,
2004), him. 15.

2Syukron Zahidi, “Pengertian, Macam dan Fungsi Keluarga,” http://izzaucon.blogspot.co.id/2014
[06/pengertian-macam-dan-fungsi-keluarga.html?m=1, akses 8 November 2016. Afeksional merupakan
sebuah fungsi dengan adanya hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan dalam sebuah keluarga.



http://izzaucon.blogspot.co.id/2014%20/06/pengertian-macam-dan-fungsi-keluarga.html?m=1
http://izzaucon.blogspot.co.id/2014%20/06/pengertian-macam-dan-fungsi-keluarga.html?m=1

perhatikan. Demikian pula halnya dengan kebutuhan materi, bukanlah merupakan
landasan utama untuk mencaai kebahagiaan.®

Perkawinan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya
terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap
merupakan suatu keberanian besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah.
pernikahan yang dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang, menghormati, pengorbanan
merupakan suatu anugrah bagi setiap insan di dunia ini.*

Pengertian perkawinan juga telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.”

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang keberadaannya diatur dan dilindungi
oleh hukum, baik agama maupun negara. Hal ini menunjukkan betapa perkawinan

bukan hanya ritual dan budaya semata, tetapi perkawinan ialah ikatan suci yang

SDadang Hawari, Al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, cet. ke-3 (Yogyakarta:
Dana bhakti Prima Yasa, 1997), him. 208. Karena apabila suatu perkawinan hanya didasarkan dengan
ikatan fisik/biologis, maka dengan bertambahnya usia ikatan perkawinan itu akan rapuh. Demikian pula
bila ikatan perkawinan itu hanya didasarkan pada materi, maka tidak akan menjamin kebahagiaan.
Namun, jika didasari ada ikatan afeksional, maka kebahagiaan dalam perkawinan akan relatif lebih
kekal.

4 Fatchiah E. Kertamuda, Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta:
Salemba Humanika, 2009), him.13.

% Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



menyangkut kehidupan pasangan suami istri dan anak yang perlu dilindungi sehingga
tujuan dan prinsip perkawinan sebenarnya bisa terwujud.®

Kesiapan dari masing-masing pasangan untuk menjalankan kehidupan baru
merupakan faktor terpenting untuk menjalankan segala kebutuhannya baik psikologis
maupun fisiologis. Oleh sebab itu, setiap pasangan yang berencana untuk menikah
perlu memahami cara-cara yang ditentukan oleh agama dan ketentuan hukum yang
berlaku di negaranya.’

Faktor kesiapan mental sebagai salah satu bagian dari unsur psikologis merupakan
faktor yang menjadi syarat penting. Hal ini dikarenakan, calon pasangan suami istri
tersebut akan dihadapkan pada permasalahan yang sangat kompleks, tidak saja karena
perbedaan dari keberagaman yang telah ada sebelumnya, tetapi juga perbedaan seputar
kehidupan baru yang sangat berbeda dari sebelumnya. Seperti perbedaan karakter,
sifat, tempramen, orientasi atau tujuan dalam perkawinan, belum lagi perbedaan pola
asuh yang dimiliki keduanya. Bila tidak memiliki kesiapan mental, maka dapat
mempengaruhi perjalanan pernikahannya. Selain itu, kesiapan mental menjadi orang
tua juga merupakan faktor penting bagi pasangan yang memutuskan untuk menikah.®

Kematangan emosi adalah hal yang penting untuk perkawinan dimana akan

membina sebuah rumah tangga. Dalam kehidupan manusia seharusnya perkawinan

Ali Murtadho, Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama, cet. ke-1, (Semarang: Walisongo
Press, 2009), him. 61.

7 Fatchiah E. Kertamuda, Konseling Pernikahan, him. 14.

8 Ibid.



menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Akan tetapi tidak semua orang memahami
hakikat dan tujuan dari perkawinan yaitu membina keluarga yang bahagia dalam
berumah tangga.® Dewasa ini sering terjadi kasus perceraian dalam rumah tangga
karena diakibatkan oleh sifat emosional pasangan yang tidak terkontrol sehingga
memicu terjadinya suatu perselisihan antara pasangan suami dan istri. Sifat emosional
yang tidak terkontrol dapat terjadi dikarenakan oleh faktor usia. Sehingga, Batas usia
dalam suatu perkawinan sangatlah penting karena usia juga mempengaruhi psikologis.
Usia perkawinan yang tebilang masih muda dapat memicu adanya perceraian. Ini
diakibatkan karena kurangnya kesadaran dalam menjalani bahtera rumah tangga dan
faktor emosional yang masih tinggi.

Sementara itu, perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik
antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri itu mengandung
arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu ialah yang sudah
dewasa.’® Arti penting kedewasaan untuk dijadikan ukuran bagi seseorang untuk
dinyatakan cakap hukum perlu dikaji secara mendalam sebab, sesungguhnya
kedewasaan merupakan faktor penting untuk melanggengkan hubungan dalam

perkawinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan ketentuan usia perkawinan ideal yang

9 Ali Murtadho, Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama, him. 45.

10 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan, cet. ke-5, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), him. 67.



didukung oleh selain bukti-bukti ilmiah, juga oleh argumentasi logis sehingga pada
gilirannya dapat berfungsi sebagai indikator kedewasaan.!

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, kedewasaan sangat terkait
dengan sikap bertanggung jawab. Dalam perspektif ilmu hukum, taraf kedewasaan itu
dimaknai sebagai acuan yang dapat menyatakan bahwa seseorang telah cakap hukum
atau mampu melakukan perbuatan hukum. Undang-undang Perkawinan yang berlaku
di suatu Negara menunjukkan kedewasaan adalah ketika seseorang telah dipandang
mampu untuk kawin/menikah dengan alasan bahwa perkawinan merupakan wadah
bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab.!2

Kedewasaan usia merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan
yang akan melangsungkan akad pernikahan. Undang-undang telah menyebutkan secara
jelas berapa batas usia minimum bagi pihak laki-laki ataupun perempuan. Di Negara
Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan bila
pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai

usia 16 (enam belas) tahun.” 13

11 Andi Sjamsu Alam, “Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi
Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia,” Disertasi Progam Doktor Bidang Studi Ilmu Filsafat,
Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (2011), him. 3

2 1bid., him. 1

13 pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Apabila terjadi pelanggaran pada pasal tersebut, maka ketentuannya dapat
dikesampingkan dengan pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal penyimpangan
dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain
yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”*

Maksudnya ketika kedua atau salah satu dari pasangan mempelai tidak memenuhi
umur yang telah ditentukan maka untuk melangsungkan pernikahan haruslah
mendapatkan izin dari Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua
pihak pria atau wanita. Peraturan yang demikian yang disebut sebagai celah hukum,
dimana ketentuan yang satu bisa diperingankan oleh ketentuan yang lainnya.

Peraturan yang hampir sama juga terjadi di negara tetangga Malaysia yang
merupakan Negara bagian. Semua negara bagian di Malaysia mempunyai undang-
undang tersendiri dalam bidang keluarga yang umum dikenal dengan sebutan enakmen
atau statut (statuta dalam Bahasa Indonesia). Enakmen-enakmen dimaksud seperti:

1. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Kedah, 1979 (1964)

2. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Kelantan, 1983

3. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Malaka, 1983

4. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Negeri Sembilan, 1983.

5. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Wilayah Persekutuan, 1984.

6. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Slangor, 1984.

7. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Perak, 1984.

14 pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



8. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Pulau Pinang, 1985.

9. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Terengganu, 1985.

10. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Pahang, 1987.

11. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Perlis (draft).

12. Enakmen undang-undang keluarga Islam, (Pindaan) Kelantan, 1985.

13. Enakmen undang-undang keluarga Islam, (Pindaan) Kelantan, 1987.

14. Enakmen undang-undang keluarga Islam, (Pindaan) Selangor, 1988.

15. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Johor, 1990.

16. Ordinan Keluarga Islam, Serawak, 1991.

17. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Sabah.%®

Melihat keadaan tersebut dapat diketahui bahwa Malaysia adalah negara federal,
sampai sekarang belum mempunyai undang-undang keluarga yang berlaku secara
nasional. Hukum-hukum keluarga yang diberlakukan berbeda-beda antara negeri
bagian yang satu dengan negeri bagian yang lain. Usaha penyeragaman undang-undang
hukum keluarga Islam pernah dilakukan, tetapi tidak semua mau menerima usaha
penyeragaman.'®

Menurut Khoiruddin Nasution setelah terjadinya pembaharuan Undang-undang

Keluarga Malaysia apabila dikelompokkan terdapat dua kelompok besar:!’

15 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, cet. ke-1, (Yogyakarta: Graha
limu, 2011), him. 88.

18 1bid., him. 89.

17 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum
Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaharuan, dan Materi & Status Perempuan



1. Undang-undang yang mengikuti Akta Persekutuan yaitu Selangor, Negeri
Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Serawak dan Sabah.

2. Kelantan, Johor, Malaka dan Kedah meskipun dicatat banyak persamannya
tetapi ada perbedaan yang cukup menyolok yakni dari 134 pasal yang ada
terdapat perbedaan sebanyak 49 pasal.

Penulis disini akan mengambil Peraturan yang mengatur batas usia dalam

perkawinan yang terdapat dalam Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayah-
wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) yaitu Seksyen 8 (Umur minimum untuk

perkahwinan) [Akta A902] yang berbunyi:

Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu
berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang
daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya
secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.*®

Peraturan mengenai batas minimum seseorang yang akan melangsungkan
perkawinan di negara Indonesia dan Malaysia untuk perempuan adalah 16 tahun.
Tetapi, berbeda untuk laki-laki yaitu Indonesia 19 tahun dan wilayah persekutuan
Malaysia 18 tahun serta, terdapat dispensasi untuk keadaan tertentu atas persetujuan

lembaga pengadilan atau pejabat yang berwenang.

Oleh karena itu, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik untuk

membandingkan latar belakang ketentuan batas usia perkawinan secara filososfis dan

dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam, cet. ke-1, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009), him.
144,

18 Seksyen 8 Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984.



metode apa yang digunakan dalam menetapkan ketentuan batas usia tersebut dari
masing-masing Undang-undang di negara Indonesia dan Malaysia. Kemudian
dituangkan dalam skripsi dengan judul “BATAS USIA DALAM PERKAWINAN
(MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN AKTA
UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH

PERSEKUTUAN) MALAYSIA 1984)”.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah

yang relevan untuk diangkat dan dijabarkan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apakah latar belakang filosofis penetapan batas usia perkawinan yang diatur
dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah
Persekutuan) Malaysia 1984?

2. Apakah metode yang digunakan untuk menetapkan batas usia Perkawinan di
kedua negara tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan latar belakang filosofis penetapan batas usia
perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Akta Undang-undang

Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) Malaysia 1984.
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b.  Untuk menjelaskan metode yang digunakan dalam menetapkan batas usia

Perkawinan di kedua negara tersebut.
B. Kegunaan Penelitian

a. Secara teorits, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan
menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum perkawinan
khususnya dalam kajian batas usia perkawinan. Lebih dari itu untuk
memberikan wawasan yang luas mengenai perbandingan suatu ketentuan
hukum di negara Malaysia dan Indonesia.

b. Secara praktis, kegunaan penelitian ini untuk menjadi informasi ilmiah
dalam pengembangan penelitian lebih lanjut, khususnya dalam
pembaharuan hukum perkawinan dalam permasalahan batas usia karena
masih banyak terjadii perkawinan di bawah umur di berbagai belahan
dunia.

D. Telaah Pustaka

Studi penelitian yang membahas mengenai batas usia perkawinan dalam berbagai
perspektif merupakan obyek kajian yang sudah lama bergulir di Indonesia bahkan di
berbagai Negara. Masalah tersebut telah banyak dikaji oleh kalangan sarjana hukum,
mulai dari tinjauan normatif hingga empiris. Namun dalam perbandingannya antara
negara satu dengan yang lain, kajian mengenai batas usia dalam perkawinan masih
relatif minim. Setidaknya adapun literatur-literatur yang berkaitan dengan tema

penelitian ini, antara lain:

10
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Buku “Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*°, dalam
buku ini menjelaskan definisi perkawinan secara menyeluruh dari sahnya suatu
perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hingga akibat putusnya perkawinan yang
dijabarkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum yang berlaku di
Malaysia. Dari kedua sistem hukum tersebut di perbandingkan untuk diketahui
persamaan dan perbedaannya.

Buku “Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus
Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya”®, di dalamnya membahas megenai
perkembangan kontemporer hukum keluarga Islam beberapa negara di asia tenggara
antara lain, Indonesia, Malaysia, Filiphina, Singapura dan Thailand. Di dalamnya
membahas isu-isu yang berkembang dalam hukum keluarga Islam dan sejarah
pengkodifikasiannya.

Skripsi oleh Firman yang berjudul “Konsep Pembatalan Perkawinan (Tinjauan
Undang-undang Perkawinan Indonesia dan Akta Undang-undang Keluarga Islam
(Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984)"%!, menjelaskan dengan melihat masing-

masing konsep pembatalan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan

19 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia, cet. ke-1,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).

20 Sudirman Tebba (ed. dan pen.), Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi
Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya (Bandung: Mizan, 1993).

21 Firman, “Konsep Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Undang-undang Perkawinan Indonesia dan
Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984)”, Skripsi diajukan pada
jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2006.

11



12

yang ada di Indonesia dan Undang-undang keluarga muslim (Wilayah persekutuan)
yang ada di Malaysia. Kemudian mencari persamaan dan perbedaan dari ketentuan

kedua negara tersebut untuk diperbandingkan.

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Alex Fawzi dengan judul, “Batas Usia Minimal
Usia Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi”??, dalam penelitian ini
penulis melihat kemadharatan pernikahan anak-anak bagi kesehatan reproduksi dan
tinjauan Hukum Islam terhadap usia ideal dalam perkawinan menurut Undang-undang

No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Skripsi yang disusun oleh Asyharul Ma’ala yang berjudul. “Batas Usia Minimal
Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”?. Dalam penelitian ini
penyusun membandingkan antara pandangan Muhammadiyah dan NU tentang batas
minimal usia nikah. Muhammadiyah lebih cenderung sepakat dengan ketentuan yang
ada di UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan batasan jelas bagi
laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan. Dalam penetapan

hukumnya, muhammadiyah mengkritisi hadits tentang usia Aisyah menikah karena

22 Moh. Alex Fawzi, " Batas Usia Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi”, Skripsi diajukan
pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2014.

23 Asyharul Mu’ala, “Batas Usia Minimal Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul

Ulama”, Skripsi diajukan pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
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terdapat perawi yang dipertanyakan daya ingatnya. Sedangkan NU, dalam metode
istinbathnya selalu memakai pendapat ulama klasik. Sehingga Nu tidak memberikan
batasan minimal usia menikah. Namun hal yang paling mendasar dalam persyaratan

menikah ialah kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berkaitan .

Skrpsi yang disusun oleh Muh. Ainun Najib dengan judul, ‘“Penetapan Usia
Perkawinan (Analisis Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”?* dalam
skripsi ini penulis menjelaskan analisis penetapan usia perkawinan dengan melihat
latar belakang serta landasan filosofis batas minimal usia nikah dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

menggunakan teori Maqasid Syari’ah.

E. Kerangka Teoritik

Legal theory (teori hukum) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam
penelitian karya ilmiah, karena teori hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk
mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dari segi tatanan hukum normative
maupun empiris.?> Meuwissen mengungkapkan bahwa tugas teori hukum untuk

menerangkan dan menganalisis pengertian dari hukum dan berbagai konsep yang

24 Muh. Ainun Najib, “Penetapan Usia Perkawinan (Analisis Menurut Undang-undang No.1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”,
Skripsi diajukan pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2014.

25 galim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan
Disertasi (Buku kedua), cet. ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), him. 1.
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digunakan dalam hukum, seperti hukum subjektif, hukum obyektif, hubungan hukum,
asas hukum, hak milik, kontrak, itikad baik dan sejenisnya.?

Untuk menganalisis objek kajian batas usia dalam perkawinan menurut ketentuan
Undang-undang di Indonesia dan Malaysia, penulis akan menggunakan teori
perbandingan hukum. Secara sederhana perbandingan hukum dapat diartikan sebagai
suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan perbedaan
antara dua atau lebih?’ aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum. Perbandingan
hukum mempunyai ruang lingkup yang luas dan meliputi seluruh bidang hukum.
Dengan demikian, kerangka teoritis perbandingan hukum disini difokuskan dengan
melihat dari aspek sejarah penetapan hukum, filosofinya, dan metode penemuan
hukum dalam penetapan batas usia di negara Malaysia dan Indonesia, sehingga akan
nampak persamaan dan perbedaannya.

Menurut Pollack dalam bukunya “The History of Comparative Jurisprudence”
mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah “membantu menelusuri asal
usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia”.?® Dengan
kata lain, perbandingan hukum membantu menelusuri berbagai sejarah konsepsi

hukum yang ada di suatu negara.

% Meuwissen, Tentang Pengembanan Hukum, llmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum,
alih Bahasa B. Arief Shidarta, (Bandung: Refika Aditama, 2008), him. 7.

27 Soerjono Soekanto, Perbandingan Hukum: Bahan PIH, cet.ke-1, (Bandung: Alumni, 1979),
him. 10.

28 Soeroso, Pengantar llmu Hukum, cet. ke-8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him.329.
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Sejarah menghubungkan keadaan yang lampau dengan keadaan yang sekarang
maupun keadaan yang akan datang. Apabila dihubungkan dengan hukum, maka hukum
dewasa ini merupakan pertumbuhan dari hukum yang lampau, sedangkan hukum yang
akan datang terbentuk dari hukum sekarang.?

Sejarah hukum mempelajari asal-usul peraturan hukum dalam masyarakat tertentu
dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses dari terbentuknya hukum yang
sekarang ini berlaku di suatu masyarakat, sehingga dapat mengetahui arah dan tujuan
mengapa hukum itu dibuat.*® Berdasarkan hakikat historis/sejarah hukum tersebut
dengan dibantu kajian filsafat, penelitian ini akan menjadi pemahaman yang lebih
mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu peraturan perundang-
undangan terhadap msayarakat dengan menggali latar belakang keberadaan suatu
hukum serta filosofisnya terhadap tujuan pemberlakuan aturan hukum tersebut.3!

Filsafat sejatinya merupakan cara berfikir mendalam mengenai hakikat dari suatu
kebenaran yang ada atau mungkin ada, sebagai wujud pencarian indikator kebenaran
yang hakiki. Begitu pula dalam filsafat hukum islam, dimana filsafat hukum islam

digunakan untuk menemukan berbagai macam tujuan hukum Islam yang sebenarnya

2 1bid, him.321.
% 1bid., him. 45

31 Johnny lbrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, cet.ke-6, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2012), him. 320-321.
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dengan mengakaji berbagai aspek dari hukum Islam itu sendiri sehingga memperoleh

kebenaran yang pasti.32

Mustafa Abd al-Razig, ahli fikih kontemporer Mesir misalnya, mengemukakan
bahwa hakikat filsafat hukum Islam itu terdiri atas sumber hukum, kaidah, dan
tujuannya. Dengan demikian, melihat kepada tujuan penerapan hukum Islam itulah
beliau mengatakan ada ulama yang menamakan filsafat hukum Islam dengan magashid
al-tasyri, atau magashid al-syari’ah yang merupakan tujuan atau rahasia yang
sesungguhnya dibalik penetapan hukum Islam oleh Allah Swt.*® Tujuan pokok
pembuatan hukum menurut Al-Syathiby dalam kitabnya al-Muwafaqat fi Ushul al-
Syari’ah adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat.®* Dengan

demikian magashid dan maslahah menjadi istilah-istilah yang dapat dipertukarkan.®®

Kemaslahatan dilihat dari sisi syari’ah dibagi menjadi tiga, ada yang wajib
melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah
melaksanakannya. Apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus

didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara

32 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers,
2014), him. 50.

33 Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 153.

3Abu Ishak al-Syathiby, al-Muwafagat fi Ushul al-Syari’at, (Beirut: Dar al-Kutub al-1lmiyah,
2005), I: 3.

% Muhammad Khalid Masud, Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan
Pemikiran Abu Ishaq Al-Syathibi, alih bahasa Aksia Muhammad, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka, 1996),
him. 244.
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maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih kuat (lebih
banyak), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah
lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan

kemaslahatan.3®

Selain sejarah hukum yang berkaitan erat dengan kajian filsafat, dalam relasinya
dengan teori perbandingan hukum juga dapat menelusuri metode penemuan hukum
dalam peraturan ketentuan batas usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-
undang di kedua negera tersebut. Metode penemuan hukum merupakan pembentukan
hukum oleh hakim atau apparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan
peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Penemuan hukum digunakan
sebagai sebuah reaksi terhadap sitasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang
dalam pengistilahan hukum yang berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum,
konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum.®” Dengan adanya metode
penemuan hukum diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang makna
dari fakta-fakta hukum dan penyelesaiannya secara konkrit yang dengan hal tersebut

hukum dapat diterapkan.

% A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), him. 28.

37 Sudikno Metokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta,
2010, him. 49.
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F. Metode Penelitian
Penggunaan metode sangat mutlak diperlukan untuk penyusunan suatu karya
ilmiah agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih efektif dan optimal. Adapun hal
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini adalah Library Research atau penelitian kepustakaan,
yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah datanya dari sumber kepustakaan
seperti buku-buku yang mempunyai relevansi dengan batas usia perkawinan.
2. Sifat Penelitian
Sifat yang digunakan adalah Deskriptif-Analitik-Komparatif. Dalam
penelitian ini penulis mendeskripsikan latar belakang ketentuan batas usia yang
terdapat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Akta
Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayah Persekutuan) Malaysia tahun 1984.
Kemudian menganalisis secara filosofis dari latar belakang ketentuan kedua
undang-undang tersebut. Sedangkan, Komparatif ialah membandingkan
bagaimana makna ketentuan batas usia dalam perkawinan dalam Undang-undang
No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Akta Undang-undang Keluarga Muslim
(Wilayah Persekutuan) Malaysia tahun 1984, sehingga dapat diketahui persamaan
dan perbedaannya guna memahami hakekat dari obyek yang diteliti.

3. Pendekatan
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perbandingan (Comparative) yang mencangkup di dalamnya pendekatan
historis/sejarah (Historical Approach) dan Pendekatan Filsafat (Philosophical
Approach).

a. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan
hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan
hukum di negara lain, namun harus mengenai hal yang sama.
Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di
antara peraturan hukum atau putusan pengadilan. Dalam perbandingan
hukum, isi dan bentuk sistem-sistem hukum itu saling diperbandingkan
untuk menemukan dan memaparkan persamaan-persamaan dan
perbedaan-perbedaan, serta  menjelaskan  faktor-faktor  yang
menyebabkannya dan kemungkinan arah perkembangannya.®

b. Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka menjelajah sejarah.
Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari
aturan hukum dari waktu ke waktu® Dengan pendekatan historis peneliti
menggali makna dari pembentukan undang-undang dari kenyataan

sejarah yang melatarbelakanginya.

38 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 43.

39 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010), him.
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c. Pendekatan filsafat dilakukan dengan mengupas isu hukum, dogma
hukum, berdirinya suatu ketetapan hukum dalam penelitian normatif
secara menyeluruh, mendasar, spekulatif dan mendalam. Socrates pernah
mengatakan bahwa tugas filsafat sebenarnya bukan menjawab
pertanyaan yang diajukan, tetapi mempersoalkan jawaban yang
diberikan. Dengan demikian, dalam penjelajahan filsafat meliputi ajaran
ontologis (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai),
epistimologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang
tujuan) untuk memperjelas secara mendalam, sejauh kemampuan
pengetahuan manusia.*

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
Literatur-literatur dari pustaka dengan menggunakan bahan data sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Undang-

Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Akta Undang-undang

Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) Malaysia 1984.

b. Bahan Sekunder

40 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, him. 320.

20



21

Bahan data pendukung atau sekunder yang relevan dengan objek penelitian
berupa buku, artikel, karya tulis ilmiah, penelitian-penelitian yang lebih dulu
lahir dan lain-lain.

5. Analisis Data*
Penelitian ini adalah penelitian analisis kualitatif*> dengan metode analisis

induktif dan komparatif.

a. Analisis induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang
khusus kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Analisis komparatif yaitu menganalisis suatu permaslahan dengan cara
membandingkan obyek yang diteliti guna mencari pemecahan tentang
hubungan kausal sebab-akibat.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika Pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi,
Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup. Adapun perincian dari sistematika

pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah

yang akan menghantarkan ke rumusan pokok pemasalahan, kemudian tujuan dan

41 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan
Disertasi., him. 19. Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke
dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan
hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

42 |bid. Penelitian analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka,

melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan
karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.
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kegunaan dari kepenulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pokok permaslahan yang akan

menghantarkan penelitian ini ke pembahasan yang jauh lebih dalam

Bab kedua memuat mengenai gambaran umum batas usia dalam perkawinan yang
terdiri dari pengertian perkawinan meliputi definisi, rukun dan syarat, serta tujuan

perkawinan, pengertian baligh, dan pemaparan batas usia perkawinan secara luas.

Bab ketiga memaparkan latar belakang penetapan batas usia perkawinan dalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Hukum Keluarga di Malaysia khususnya Akta Undang-undang Keluarga Islam
(Wilayah-wilayah Persekutuan) Malaysia 1984 untuk mengetahui makna dan metode

yang digunkan dalam penetapan batas usia perkawinan dikedua negara tersebut.

Bab keempat menganalisis secara filosofis penetapan batas usia dan metode yang
digunakan dalam pembaharuan hukum keluarga untuk penetapan di kedua negara
tersebut. Kemudian, terakhir penyusun menjelaskan persamaan dan perbedaan sejarah
dan Metode penetapan batas usia dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan

Malaysia.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan. Bab
ini berisikan kesimpulan dari penelitian disertai saran yang dapat diambil sebagai

masukan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian sesuai dengan pokok

masalah yang diantaranya adalah:

1.

Latar belakang penetapan batas usia perkawinan secara filosofis yang diatur dalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan)
Malaysia 1984 adalah sama-sama untuk meningkatkan derajat dan status
perempuan dan untuk mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, pembatasan
usia perkawinan di lakukan agar memenuhi tujuan luhur perkawinan yaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan menjaga keturunun dengan baik.

Metode yang digunakan untuk menetapkan batas usia perkawinan di Indonesia
dan Malaysia menggunakan metode re-intepretasi nash dengan mengkaji ulang
nash-nash yang telah ada dan menekankan pada maslahat umat. Selain itu, kedua
negara juga menggunakan metode Saddudz Dzari’ah dengan mengizinkan
melaksanakan perkawinan bagi pelaku yang masih dibawah ketentuan batas usia
perkawinan atas izin pengadilan atau pejabat yang berwenang. Malaysia juga

menggunakan metode Siyasah Syar’iyah dengan memberikan hukuman pada
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pelaku yang memaksa dan mencegah seseorang yang telah mencapai batas usia
perkawinan untuk menikah.
Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan dan dengan hasil yang telah

dipaparkan peneliti dapat memberikan saran, yaitu:

1.

Untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih luas, jika penelitian ini
menggunakan metode kepustakaan alangkah baiknya untuk selanjutnya agar
dikembangkang dengan menggunakan metode lapangan. Dengan meninjau secara
aplikatif akan menemukan hal-hal penyebab pentingnya pembatasan usia
perkawinan. di berbagai belahan dunia masih banyak terjadi perkawinan-
perkawinan di bawah umur. Faktor yang menyebabkannya antara tingkatan
ekonomi keluarga yang rendah ataupun terjadinya pergaulan bebas. Maka dari itu,
pentingnya pembatasan usia perkawinan harus lebih sering digalakkan dan
disosialisasikan terutama untuk para remaja.

Batas usia perkawinan ini alangkah lebih baiknya untuk ditingkatkan lagi
khusunya untuk perempuan. karena resiko perempuan yaitu pada kesehatan
rahimnya ketika ingin mempunyai anak. Karena umur 16 tahun itu masih terjadi
penebalan dinding rahim sehingga resiko untuk mengandung lebih besar dan
dampak yang diakibatkan bisa fatal yaitu terkenanya kanker serviks. Dengan
demikian, seharusnya pemerintah ataupun tingkat kesadaran masyarakat sendiri

lebih ditingkatkan.
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LAMPIRAN TERJEMAHAN TEKS ARAB
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HIim

FN

Terjemahan

32

20

BAB Il

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menepouse)
diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa
idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula)
perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-
perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka
melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada
Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam
urusanyya.

33

22

Dari Aisyah berkata: “Nabi Muhammad SAW menikahi aku
ketika aku berumur enam tahun, dan mengumpuli aku ketika
aku sebagai gadis yang telah berumur sembila tahun.
(Hadist Riwayat Muslim)

33

23

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur
untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka
telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah
kepada mereka harta-hartanya.

34

24

Wahai para pemuda siapa di antara kamu telah mempunyai
kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah.
(Hadits Riwayat Muslim)

54

32

BAB Il

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia
Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,
agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia
menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sunguh, pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran
Allah) bagi kaum yan berfikir.

58

43

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya
mereka meninggalkan keturunan yan lemah di belakang mereka
yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab
itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah
mereka berbicara denan tutur kata yan benar.
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BHET
Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974

Tentang

Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum
nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua
warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1V/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.



BAB | DASAR PERKAWINAN
Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama
dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3

(1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari
seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut
dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke
Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami
yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat dissmbuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-
isteri dan anak-anak mereka.

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak
mereka.



(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi
seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan
tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya
selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu
mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB Il SYARAT-SYARAT PERKAWINAN
Pasal 6
(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua
puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak
mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup
diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan
kehendaknya.

(4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu
untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara
atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas
selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3)
dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan
pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan
melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin
setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4)
dalam pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang
hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak
menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas)
tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada
Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak
wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut
pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan
dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam
pasal 6 ayat (6).
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Pasal 8
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara,
antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara
neneknya;

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri,
dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku
dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali
dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai
lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan
lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang
bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11
(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12
Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
BAB 111 PENCEGAHAN PERKAWINAN
Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus
ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon
mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
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(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah
berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di
bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan
kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan
orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari
kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah
perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4
Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12
Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana
perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai
pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan
perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan
menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.
Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu
melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan
dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9< Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini
meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan
tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak
melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin
melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan diberikan
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suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan
penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada
Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan
penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat
keterangan penolakkan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akanmemberikan
ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut ataukah memerintahkan,
agar supaya perkawinan dilangsungkan.

Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) 5

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan
penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi
pemberitahukan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN
Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan.

Pasal 23
Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
b. Suami atau isteri.
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang
mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi
hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua
belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan
perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permihonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum
dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau
isteri.

Pasal 26



(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak
berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2
(dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis
keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasrkan alasan dalam ayat (1)
pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat
memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus
diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan
apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan
apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri
suami atau isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari
keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup
sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan
permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama
bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih
dahulu.

c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh
hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai
kekuatan hukum tetap.

BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN
Pasal 29

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertilis yang disahkan oleh pegawai
pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga
tersangkut.

(2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum,
agama dan kesusilaan.



(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila
dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak
merugikan pihak ketiga.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI
Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang
menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
Pasal 32

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan
oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan
rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya
masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN
Pasal 35
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-
masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua
belah pihak.
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(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya
untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya
masing-masing.

BAB VIII PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38
Perkawinan dapat putus karena:
a. Kematian,
b. Perceraian dan
c. atas keputusan Pengadilan.
Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu
tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan
perundangan tersebut.

Pasal 40
(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam
peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang
diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban
tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX KEDUDUKAN ANAK
Pasal 42
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Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang
sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya,
bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari
perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan
pihak yang berkepentingan.
BAB X HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK
Pasal 45
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak
itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun
perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46
(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua
dan keluarga dalam garis lurus ke atas bnila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak
dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan
di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolenhkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang
tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum
pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu
menghendakinya.

Pasal 49
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(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang
anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga
anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat
yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. 1a berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk
memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI
PERWAKILAN
Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada
di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.
Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua,
sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang
saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang
sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujurdan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya
sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada
waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda
anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah
perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52
Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.
Pasal 53

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49
Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimna dimaksud pada ayat (1)
pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.
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Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah
kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputisan Pengadilan,
yang bersangkutan dapat di wajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Bagian Pertama Pembuktian Asal-usul Anak
Pasal 55

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang
authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan
dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan
pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat
kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan
akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Perkawinan di Luar Indonesia
Pasal 56

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang
warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan
menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi
warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia,
surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan
tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga Perkawinan Campuran
Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah
perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,
karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan
Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan
campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula
kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam
Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

XV



Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya
perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun
hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut
Undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-
syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan
karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh
mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang
mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu,
maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan
dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah
penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan
itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan
lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah
keterangan itu diberikan.

Pasal 61
(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tampa memperlihatkan
lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau
keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini
dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetaui
bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1)
Undang-undang ini.
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Bagian Keempat Pengadilan

Pasal 63
(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.
(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIIl KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang
tejadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-
peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama
maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-
ketentuan berikut:

a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan
anaknya;

b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah
ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;

c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak
perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut
Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat
(1) pasal ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan
berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie
Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op
gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur
tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 67
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(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang
pelaksanaanya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan,
diatur lebuh lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta, Diundangkan di Jakarta,

pada tanggal 2 Januari 1974 pada tanggal 2 Januari 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENTERI/SEKRETARIS  NEGARA
R.I

SOEHARTO JENDERAL TNI.

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1
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AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
(WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

Pendaftaran

Pendaftaran kes MAL bermula apabila ada permohonan daripada mana-mana pihak
samada melalui saman beserta Penyataan Tuntutan atau permohonan beserta affidavit.

Di antara permohonan/saman di bawah Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-
wilayah Persekutuan) 1984 ialah

Nama Enakmen/ordinan/akta 303/1984

Suatu Akta bagi mengkanunkan peruntukan-peruntukan tertentu Undang-Undang
Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan, dan lain-lain
perkara berkaitan dengan kehidupan keluarga.

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Duli Yang Maha Mulia Seri
Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara
dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti
berikut:

:SUSUNAN KES::
BAHAGIAN | (PERMULAAN)
Seksyen 1
Tajuk ringkas, pemakaian, dan mula berkuatkuasa.

[AkaAs28] (1) Akta ini boleh dinamakan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-
Wilayah Persekutuan) 1984 dan terpakai hanya bagi Wilayah-Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan
(2) Akta ini hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh
Yang di-Pertuan Agongmelalui pemberitahuan dalam Warta.
Di pinda oleh Akta A828 dan Akta A902

Pindaan Am: Dalam Akta ini, adalah dipinda dengan menggantikan perkataan "Hakim
Syari'ah™ di mana-mana jua istilah itu terdapat dalam Akta dengan perkataan "Hakim
Syarie" [Akta A902].

Seksyen 2
Tafsiran.

(1) Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang berlainan.
[Akta A902] "Akta Pentadbiran' ertinya Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993,;

"anak dara' ertinya seorang perempuan yang belum pernah bersetubuh,
sama ada sudah berkahwin atau belum;

Akta A902] "baligh™ ertinya umur baligh mengikut Hukum Syara’;

"balu™ ertinya perempuan yang suaminya telah mati;
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"bermastautin™ ertinya tinggal tetap atau pada kelazimannya tinggal
dalam sesuatu kawasan yang tertentu;

""darar syarie' ertinya bahaya yang menyentuh isteri mengenai agama, nyawa, tubuh
badan, akal fikiran, akhlak atau hartabenda mengikut kebiasaan yang diakui oleh Hukum
Syara’;

"duda ertinya lelaki yang isterinya telah mati;

[Akta A828] ""Enakmen Pentadbiran® ertinya Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak
1952 bagi Negeri Selangor:

@) berhubungan dengan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sebagaimana
yang
diubahsuaikan oleh Perintah-Perintan Wilayah Persekutuan (Pengubahsuaian Enakmen
Pentadbiran Hukum Syarak) 1974, 1981 dan 1988 yang dibuat menurut seksyen 6 (4) Akta
Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1973 dan berkuatkuasa di dalam Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur menurut kuasa seksyen 6 (1) Akta itu; dan
(b) berhubungan dengan Wilayah Persekutuan Labuan,sebagaimana yang
diubahsuaikan dan diperluaskan melalui Perintah Wilayah Persekutuan
Labuan (Pengubahsuaian dan Perluasan Enakmen Pentadbiran Hukum
Syarak) 1985 yang dibuat menurut seksyen 7 Akta Perlembagaan
(Pindaan) (No. 2) 1984;
""fasakh' ertinya pembubaran nikah disebabkan oleh sesuatu hal keadaan
yang diharuskan oleh Hukum Syara' mengikut seksyen 52;

[Akta A902] "Hakim Syarie™ atau "*Hakim' ertinya Hakim Mahkamah Tinggi
Syariah yang dilantik di bawah seksyen 43(1) Akta Pentadbiran; [Akta A902] "Hukum
Syara' " ertinya Undang-Undang Islam mengikut mana-mana Mazhab yang diiktiraf; "harta
sepencarian” ertinya harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan
berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syara’;

"janda"™ ertinya perempuan vyang telah bernikah dan diceraikan setelah
bersetubuh;

[Akta A902] ""kariah masjid" berhubungan dengan sesuatu masjid, ertinya kawasan,
sempadan yang ditetapkan di bawah seksyen 75 Akta Pentadbiran; "Ketua Pendaftar"
ertinya seorang Ketua Pendaftar Perkahwinan, Penceraian dan Ruju' Orang Islam yang
dilantik di bawah seksyen 28;

[Akta A902] "Ketua Pendakwa Syarie™ ertinya pegawai yang dilantik di bawah
seksyen 58(1) Akta Pentadbiran;

"Kitabiyah" ertinya-

(a) seorang perempuan dari keturunan Bani Ya'qub; atau

(b) seorang perempuan Nasrani dari keturunan orang-orang Nasrani
sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul; atau

(c) seorang perempuan Yahudi dari keturunan orang-orang Yahudi
sebelum Nabi 'Isa menjadi Rasul,

XX



[Akta A902] ""Mahkamah™ atau ""Mahkamah Syariah™ ertinya Mahkamah Rendah
Syariah atau Mahkamah Tinggi Syariah yang ditubuhkan di bawah seksyen 40 Akta
Pentadbiran;

[Akta A902] ""Mahkamah Rayuan Syariah™ ertinya Mahkamah Rayuan Syariah yang
ditubuhkan di bawah seksyen 40(3) Akta Pentadbiran;

[Akta A902] "Majlis' ertinya Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang
ditubuhkan di bawah seksyen 4 Akta Pentadbiran;

"mas kahwin™ ertinya pembayaran kahwin yang wajib dibayar di bawah
Hukum Syara' oleh suami kepada isteri pada masa perkahwinan diakadnikahkan, sama ada
berupa wang yang sebenarnya dibayar atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa
cagaran, atau berupa sesuatu yang, menurut Hukum Syara',dapat dinilai dengan wang;

"mut'ah™ ertinya bayaran saguhati yang diberi dari segi Hukum Syara' kepada isteri yang
diceraikan;

"nasab™ ertinya keturunan yang berasaskan pertalian darah yang sah;

[Akta A902] ""Peguam Syarie' ertinya orang yang diterima di bawah seksyen 59 Akta
Pentadbiran sebagai Peguam Syarie; [Akta A902] "pemberian™ ertinya pemberian sama
ada dalam bentuk wang atau benda-benda yang diberikan oleh suami kepada isteri pada
masa perkahwinan;

[Akta A902] "Pendaftar' ertinya Pendaftar Kanan Perkahwinan, Penceraian, dan
Ruju' Orang Islam yang dilantik di bawah seksyen 28, dan termasuk Pendaftar dan
Penolong Pendaftar;

"persetubuhan syubhah™ ertinya persetubuhan yang dilakukan di atas anggapan sah akad
nikah akan tetapi sebenarnya akad itu tidak sah (fasid) atau persetubuhan yang berlaku
secara tersilap dan termasuk mana-mana persetubuhan yang tidak dihukum Had dalam
Islam;

"ruju’ ** ertinya perkembalian kepada nikah yang asal;

"sesusuan'' ertinya penyusuan bayi dengan perempuan yang bukan ibu kandungnya
sekurang-kurangnya sebanyak lima kali yang mengenyangkan dalam masa umurnya dua
tahun ke bawah;

"ta'lig"™ ertinya lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami selepas akad
nikah mengikut Hukum Syara’ dan peruntukan Akta ini;

""tak sahtaraf'’, berhubungan dengan seseorang anak, ertinya dilahirkan di luar nikah dan
bukan anak dari persetubuhan syubhah;

"tarikh yang ditetapkan™ ertinya tarikh yang ditetapkan di bawah seksyen 1 (2) untuk
mula berkuatkuasanya Akta ini;

"thayyib™ ertinya perempuan yang pernah bersetubuh;

[Akta A902] "wali Mujbir' ertinya bapa atau datuk sebelah bapa dan ke atas;
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[Akta A828] "wali Raja™ ertinya wali yang ditauliahkan oleh Yang di-Pertuan Agong,
dalam halWilayah-Wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, atau
oleh Raja, dalam hal sesuatu Negeri lain, untuk mengahwinkan perempuan tidak
mempunyai wali dari nasab;

[Akta A828] "Wilayah Persekutuan' ertinya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atau
Labuan, mengikut mana yang dikehendaki;

[Akta A828] "Wilayah-Wilayah Persekutuan™ ertinya Wilayah-Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur dan Labuan.

(2) Semua perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Akta ini dan yang tidak
ditakrifkan dalamnya tetapi ditakrifkan dalam Akta Tafsiran 1967 hendaklah
mempunyai erti yang diberi kepadanya masing-masing oleh Akta itu.

(3) Bagi mengelakkan keraguan tentang identiti atau pentafsiran perkataan-perkataan
dan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam Akta ini yang disenaraikan dalam
Jadual, rujukan bolehlah dibuat kepada bentuk skrip bahasa Arab bagi perkataan-
perkataan dan ungkapan-ungkapan itu yang ditunjukkan bersetentangan dengannya
dalam Jadual itu.

(4) Yang di-Pertuan Agong boleh dari semasa ke semasa meminda, memotong
daripada, atau menambah kepada, Jadual itu

Seksyen 3
Kecualian prerogatif.

[Akta A828] Tiada apa-apa jua yang terkandung dalam Akta ini boleh mengurangkan
atau menyentuh hak-hak prerogatif dan kuasa-kuasa Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua
agama Islam dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan, sebagaimana yang ditetapkan dan
dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan.

Seksyen 4
Pemakaian

Kecuali sebagaimana diperuntukkan dengan nyata selainnya, Akta ini terpakai bagi semua
orang Islam yang tinggal dalam Wilayah Persekutuan dan bagi semua orang Islam yang
bermastautin dalam Wilayah Persekutuan tetapi tinggal di luar Wilayah Persekutuan

Seksyen 5
Kriterium bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam.

Jika bagi maksud-maksud Akta ini timbul apa-apa soal tentang sama ada seseorang itu
orang Islam, soal itu hendaklah diputuskan mengikut kriterium reputasi am, tanpa membuat
apa-apa percubaan untuk mempersoalkan keimanan, kepercayaan, kelakuan, perangai,
watak, perbuatan, atau kemungkiran orang itu.

Seksyen 6
Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah
Akta ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Akta ini.

(1) Tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh menyentuh sahnya sesuatu perkahwinan
Islam yang telah diakadnikahkan di bawah mana-mana jua undang-undang di
mana-mana jua pun sebelum tarikh yang ditetapkan.
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(2) Perkahwinan sedemikian, jika sah di bawah undang-undang yang di bawahnya ia
telah diakadnikahkan, hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Akta ini.

(3) Tiap-tiap perkahwinan sedemikian, melainkan jika tidak diakui di bawah undang-
undang yang di bawahnya ianya telah diakadnikahkan, hendaklah berterusan
sehingga dibubarkan-

(a) dengan kematian salah seorang daripada pihak-pihak yang berkahwin itu;

(b) dengan apa-apa talaq sebagaimana yang dilafazkan di bawah Akta ini;

(c) dengan perintah Mahkamah yang layak berbidangkuasa; atau

(d) dengan penetapan pembatalan yang dibuat oleh Mahkamah yang layak
berbidangkuasa.

BAHAGIAN Il (PERKAHWINAN)

Seksyen 7
Orang-orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan

(1) Sesuatu perkahwinan di Wilayah Persekutuan hendaklah mengikut peruntukan

Akta ini danhendaklah diakadnikahkan mengikut Hukum Syara' oleh-
(a) wali di hadapan Pendaftar;
(b) wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran Pendaftar; atau
(c) Pendaftar sebagai wakil wali.

(2) Jika sesuatu perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang tiada
mempunyai wali dari nasab, mengikut Hukum Syara’, perkahwinan itu hendaklah
diakad nikahkan hanya oleh wali

Seksyen 8
Umur minimum untuk perkahwinan.

[Akta A902] Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika
lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang
daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara
bertulis dalam hal keadaan tertentu.

Seksyen 9
Pertalian yang melarang perkahwinan.

(1) Tiada seseorang lelaki atau perempuan, mengikut mana yang berkenaan, boleh,
oleh sebab nasab, berkahwin dengan-

(@) ibunya atau bapanya;

(b) neneknya hingga ke atas sama ada dari sebelah bapa atau dari sebelah
ibu;

(c) anak perempuannya atau anak lelakinya dan cucu perempuannya atau
cucu lelakinya hingga ke bawah;

(d) saudara perempuan atau saudara lelaki seibu sebapa, saudara perempuan
atau saudara lelaki sebapa, dan saudara perempuan atau saudara lelaki
seibu;

(e) anak perempuan atau anak lelaki kepada saudara lelaki atau saudara
perempuan hingga ke bawah;

(F) emak saudara atau bapa saudara sebelah bapanya hingga ke atas;

(g) emak saudara atau bapa saudara sebelah ibunya hingga ke atas.
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(2) Tiada seseorang lelaki atau perempuan, mengikut mana yang berkenaan, boleh,
oleh sebab pertalian kahwin, berkahwin dengan-

(@) ibu mertuanya atau bapa mertuanya hingga ke atas;

(b) emak tirinya atau bapa tirinya, iaitu isteri bapanya atau suami ibunya;

(c) nenek tirinya, iaitu isteri atau suami kepada nenek lelakinya, atau nenek
perempuannya, sama ada dari sebelah bapa atau sebelah ibu;

(d) menantunya;

[Akta A902] (e) anak perempuan atau anak lelaki tirinya hingga ke bawah daripada

isteri atau suami yang perkahwinan itu telah disatukan.

(3) Tiada seseorang lelaki atau perempuan, mengikut mana yang berkenaan, boleh,
oleh sebab sesusuan, berkahwin dengan seseorang perempuan atau lelaki yang ada
hubungan dengannya melalui penyusuan di mana, jika hubungan itu adalah melalui
kelahiran dan bukan melalui penyusuan, perempuan atau lelaki itu tetap dilarang
berkahwin dengannya oleh sebab nasab atau pertalian kahwin.

(4) Tiada seseorang lelaki boleh mempunyai dua isteri pada satu masa jika isteri-isteri
itu adalah bertalian antara satu sama lain melalui nasab, pertalian kahwin, atau
susuan dan pertalian itu adalah dari jenis yang, jika salah seorang daripada mereka
adalah seorang lelaki, menjadikan perkahwinan antara mereka tetap tidak sah di sisi
Hukum Syara'

Seksyen 10
Orang-orang dari agama lain

(1) Tiada seseorang lelaki boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam kecuali
seorang Kitabiyah
(2) Tiada seseorang perempuan boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam.
Seksyen 11
Perkahwinan tak sah.

Sesuatu perkahwinan adalah tak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu,
menurut Hukum Syara’, untuk menjadikannya sah

Seksyen 12
Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan

(1) Sesuatu perkahwinan yang bersalahan dengan Akta ini tidak boleh
didaftarkan di bawah Akta ini.

[Akta A902] (2) Walau apa pun subseksyen (1) dan tanpa menjejaskan seksyen 40(2),
sesuatu perkahwinan yang telah diupacarakan berlawanan dengan mana
mana peruntukan Bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut Hukum
Syara' boleh didaftarkan di bawah Akta ini dengan perintah daripada
Mahkamah.

Seksyen 13
Persetujuan dikehendaki.
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Sesuatu perkahwinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah Akta ini
melainkan kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama
ada-

(@ wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkahwinan itu mengikut
Hukum Syara' ; atau

[Akta A902] (b) Hakim Syarie yang mempunyai bidangkuasa di tempat di mana pihak
perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am
atau khas bagi maksud itu olenh Hakim Syarie itu telah, selepas
penyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi
persetujuannya terhadap perkahwinan itu oleh wali Raja mengikut
Hukum Syara’; persetujuan tersebut boleh diberi jika perempuan tiada
mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syara' atau jika wali tidak
dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa
sebab yang mencukupi.

Seksyen 14
Perkahwinan seseorang perempuan

(1) Tiada seseorang perempuan boleh, dalam masa perkahwinannya dengan seorang
lelaki berterusan, berkahwin dengan seseorang lelaki lain.

(2) Jika perempuan itu adalah seorang janda-

(a) tertakluk kepada perenggan (c), dia tidak boleh, pada bila-bila masa sebelum
tamat tempoh 'iddahnya yang dikira mengikut Hukum Syara’, berkahwin dengan
seseorang melainkan kepada lelaki yang akhir dia telah bercerai;

(b) dia tidak boleh berkahwin melainkan dia telah mengemukakan-

(i) suatu surat perakuan cerai yang sah yang dikeluarkan di bawah undang-
undang yang pada masa itu berkuatkuasa; atau

(i) suatu salinan yang diperakui bagi catatan yang berkaitan dengan
perceraiannya dalam daftar perceraian yang berkenaan; atau

(iii)suatu perakuan, yang boleh diberi atas permohonannya selepas
penyiasatan yang wajar oleh Hakim Syarie yang mempunyai bidangkuasa
di tempat di mana permohonan itu dibuat, yang bermaksud bahawa dia
adalah seorang janda;

(©) jika perceraian itu adalah dengan ba-in kubra, iaitu tiga talag, dia tidak
bolehberkahwin semula dengan suaminya yang dahulu itu melainkan dia telah
berkahwin dengan sah dengan seorang lain dan dia telah disetubuhi oleh seorang
lain itu dalam perkahwinan itu dan perkahwinan itu dibubarkan kemudiannya
dengan sah dan setelah habis 'iddahnya.

(3) Jika perempuan itu mendakwa telah bercerai sebelum dia telah disetubuhi oleh
suaminya dalam perkahwinan itu, dia tidak boleh, dalam masa 'iddah perceraian
biasa, berkahwin dengan seseorang yang lain daripada suaminya yang dahulu itu,
kecuali dengan kebenaran Hakim Syarie yang mempunyai bidangkuasa di tempat
pengantin perempuan itu bermastautin.

(4) Jika perempuan itu adalah seorang balu-

(a) dia tidak boleh berkahwin dengan seseorang pada bila-bila masa sebelum tamat
tempoh ‘iddahnya yang dikira mengikut Hukum Syara’:
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(b) dia tidak boleh berkahwin melainkan dia telah mengemukakan surat perakuan
kematian suaminya atau dengan cara lain membuktikan kematian suaminya
Seksyen 15
Pertunangan.

[Akta A902] Jika seseorang telah mengikat suatu pertunangan mengikut Hukum Syara’,
sama ada secara lisan atau secara bertulis, dan sama ada secara bersendirian atau melalui
seorang perantaraan, dan kemudiannya enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi itu
tanpa apa-apa sebab yang sah manakala pihak yang satu lagi bersetuju berkahwin
dengannya, maka pihak yang mungkir adalah bertanggungan memulangkan pemberian-
pemberian pertunangan, jika ada, atau nilainya dan membayar apa-apa wang yang telah
dibelanjakan dengan suci hati oleh atau untuk pihak yang satu lagi untuk membuat
persediaan bagi perkahwinan itu, dan yang demikian boleh dituntut melalui tindakan dalam
Mahkamah.

(PERMULAAN KEPADA PERKAHWINAN)

Seksyen 16
Permohonan untuk kebenaran berkahwin

(1) Apabila dikehendaki untuk mengakadnikahkan sesuatu perkahwinan dalam
Wilayah Persekutuan, tiap-tiap satu pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan
itu hendaklah memohon dalam borang yang ditetapkan untuk kebenaran berkahwin
kepada Pendaftar bagi kariah masjid di mana pihak perempuan itu bermastautin.

(2) Jika pihak lelaki bermastautin di kariah masjid yang berlainan dari kariah masjid
pihak perempuan, atau bermastautin di mana-mana Negeri, permohonannya
hendaklah mengandungi atau disertai dengan kenyataan Pendaftar bagi kariah
masjidnya atau oleh pihak berkuasa yang hak bagi Negeri itu, mengikut mana yang
berkenaan, yang bermaksud bahawa sejauh yang dapat dipastikannya perkara-
perkara yang disebut dalam permohonan itu adalah benar.

(3) Permohonan tiap-tiap satu pihak hendaklah disampaikan kepada Pendaftar
sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum tarikh yang dicadangkan bagi perkahwinan
itu, tetapi Pendaftar boleh membenarkan masa yang lebih singkat dalam mana-
mana kes tertentu.

(4) Permohonan kedua-dua pihak hendaklah dianggap sebagai suatu permohonan
bersama.

Seksyen 17
Mengeluarkan kebenaran berkahwin

Tertakluk kepada seksyen 18, Pendaftar, apabila berpuas hati tentang kebenaran perkara-
perkara yang disebut dalam permohonan itu, tentang sahnya perkahwinan yang
dicadangkan itu, dan, jika pihak lelaki itu sudah berkahwin, bahawa kebenaran yang
dikehendaki oleh seksyen 23 telah diberi, hendaklah, pada bila-bila masa selepas
permohonan itu dan setelah dibayar fee yang ditetapkan, mengeluarkan kepada pemohon
kebenarannya untuk berkahwin dalam borang yang ditetapkan.

Seksyen 18
Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syarie
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(1) Dalam mana-mana kes berikut, iaitu-
(a) jika salah satu pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu adalah di
bawah umur yang dinyatakan dalam seksyen 8; atau
(b) jika pihak perempuan adalah seorang janda yang tersabit oleh seksyen 14 (3);
atau
(c) jika pihak perempuan tidak mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum
Syara’,
Maka Pendaftar hendaklah, sebagai ganti bertindak di bawah seksyen 17, merujukkan
permohonan itu kepada Hakim Syarie yang mempunyai bidangkuasa di tempat perempuan
itu bermastautin.

(2) Hakim Syarie, apabila berpuas hati tentang kebenaran perkara-perkara yang disebut
dalam permohonan itu dan tentang sahnya perkahwinan yang dicadangkan itu dan
bahawa kes itu adalah kes yang mewajarkan pemberian kebenaran bagi maksud-
maksud seksyen 8, atau kebenaran bagi maksud-maksud seksyen 14 (3), atau
persetujuannya terhadap perkahwinan itu diakadnikahkan oleh wali Raja bagi
maksud-maksud seksyen 13 (b), mengikut mana yang berkenaan, hendaklah, pada
bila-bila masa selepas permohonan itu dirujukkan kepadanya dan setelah dibayar
fee yang ditetapkan, mengeluarkan kepada pemohon kebenarannya untuk
berkahwin dalam borang yang ditetapkan.

Seksyen 19
Kebenaran perlu sebelum akadnikah.

Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan melainkan suatu kebenaran berkahwin
telah diberi:

(a) oleh Pendaftar di bawah seksyen 17 atau oleh Hakim Syarie di bawah seksyen 18,
jika perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang bermastautin dalam
Wilayah Persekutuan; atau

(b) oleh pihak berkuasa yang hak bagi sesuatu Negeri, jika perkahwinan itu
melibatkan seorang perempuan yang bermastautin di Negeri itu.

Seksyen 20
Tempat perkahwinan.

(1) Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan kecuali dalam kariah masjid di
mana pihak perempuan bermastautin, tetapi Pendaftar atau Hakim Syarie yang
memberi kebenaran berkahwin di bawah seksyen 17 atau 18 boleh memberi
kebenaran untuk perkahwinan itu diakadnikahkan di tempat lain, sama ada dalam
Wilayah Persekutuan atau dalam mana-mana Negeri.

(2) Kebenaran di bawah subseksyen (1) bolehlah dinyatakan dalam kebenaran
berkahwin yang diberi di bawah seksyen 17 atau 18.

(3) Walau apa pun peruntukan subseksyen (1), sesuatu perkahwinan itu bolehlah
diakadnikahkan dalam kariah masjid yang lain daripada kariah masjid di mana
pihak perempuan bermastautin jika-
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(a) dalam hal di mana perempuan itu bermastautin dalam Wilayah Persekutuan,
kebenaran berkahwin mengenai perkahwinan itu telah diberi di bawah seksyen
17 atau 18 dan kebenaran untuk perkahwinan itu diakadnikahkan dalam kariah
masjid yang lain itu telah diberi di bawah subseksyen (1); atau
(b) dalam hal di mana perempuan itu bermastautin dalam sesuatu Negeri,
kebenaran berkahwin mengenai perkahwinan itu dan kebenaran untuk
perkahwinan itu diakadnikahkan dalam kariah masjid yang lain itu telah diberi
oleh pihak berkuasa yang hak bagi Negeri itu.
Seksyen 21
Mas kahwin dan pemberian

(1) Mas kahwin hendaklah biasanya dibayar oleh pihak lelaki atau wakilnya kepada
pihak perempuan atau wakilnya di hadapan orang yang mengakadnikahkan
perkahwinan itu dan sekurang-kurangnya dua orang saksi lain.

(2) Pendaftar hendaklah, mengenai tiap-tiap perkahwinan yang hendak didaftarkan
olehnya, menentu dan merekodkan-

(a) nilai dan butir-butir lain mas kahwin;

(b) nilai dan butir-butir lain pemberian;

(c) nilai dan butir-butir lain apa-apa bahagian mas kahwin atau pemberian atau
kedua-duanya yang telah dijanjikan tetapi tidak dijelaskan pada masa
akadnikah itu, dan tarikh yang dijanjikan untuk penjelasan; dan

(d) butir-butir cagaran yang diberi bagi menjelaskan mas kahwin atau pemberian.

Seksyen 22
Catatan dalam Daftar Perkahwinan

(1) Selepas sahaja akadnikah sesuatu perkahwinan dilakukan, Pendaftar hendaklah
mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau taliq lain
bagi perkahwinan itu di dalam Daftar Perkahwinan.

(2) Catatan itu hendaklah diakusaksi oleh pihak-pihak kepada perkahwinan itu, oleh
wali, dan oleh dua orang saksi, selain daripada Pendaftar, yang hadir semasa
perkahwinan itu diakadnikahkan.

(3) Catatan itu hendaklah kemudiannya ditandatangani oleh Pendaftar itu.

Seksyen 23
Poligami.

[Akta A902] (1) Tiada seorang pun lelaki, semasa wujudnya sesuatu perkahwinan,

boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara
bertulis daripada Mahkamah, membuat kontrak perkahwinan yang
lain dengan perempuan lain atau perkahwinan yang dikontrakkan
tanpa kebenaran sedemikian boleh didaftarkan di bawah Akta ini:

Dengan syarat Mahkamah boleh jika ia ditunjukkan bahawa perkahwinan sedemikian
adalah sah mengikut Hukum Syara’', memerintahkan perkahwinan itu didaftarkan tertakluk
kepada seksyen 123.

(2) Subseksyen (1) terpakai bagi perkahwinan dalam Wilayah
Persekutuan seseorang lelaki yang bermastautin dalam atau di luar
Wilayah Persekutuan dan perkahwinan di luar Wilayah Persekutuan
seseorang lelaki yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan
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[Akta A902]

(3) Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada

Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai
dengan suatu akuan menyatakan alasan-alasan mengapa
perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut dan perlu,
pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan
kewajipan dan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan,
bilangan orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan
menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang
dicadangkan itu, dan sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-
isterinya yang sedia ada telah diperolehi atau tidak terhadap
perkahwinannya yang dicadangkan itu.

(4) Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah

memanggil pemohon dan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada

supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah

dilakukan dalam mahkamah tertutup, dan Mahkamah boleh
memberi kebenaran yang dipohon itu jika berpuas hati-

(a) bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut dan
perlu, memandang kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang
berikut, iaitu, kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari
segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi
perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila
dipihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;

(b) bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan
dia menanggung, sebagaimana dikehendaki oleh Hukum
Syara', semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang-
orang Yyang akan menjadi orang-orang tanggungannya
berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu;

(c) bahawa pemohon akan berupaya memberi layanan sama rata
kepada semua isterinya mengikut kehendak Hukum Syara'; dan

(d) bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan
menyebabkan darar syarie kepada isteri atau isteri-isteri yang
sedia ada.

(5) Satu salinan permohonan di bawah subseksyen (3) dan akuan

berkanun yang dikehendaki oleh subsekysen itu hendaklah
disampaikan bersama dengan surat panggilan ke atas tiap-tiap isteri
yang sedia ada.

(6) Mana-mana pihak yang terkilan atau tidak puas hati dengan apa-apa

keputusan Mahkamah boleh merayu terhadap keputusan itu
mengikut cara yang diperuntukkan dalam Enakmen Pentadbiran
bagi rayuan dalam perkara sivil.

(7) Seseorang yang berkahwin bersalahan dengan subseksyen (1)

hendaklah membayar dengan serta-merta semua jumlah mas kahwin
dan pemberian yang kena dibayar kepada isteri atau isteri-isteri yang
sedia ada, dan jumlah itu, jika tidak dibayar sedemikian, boleh
dituntut sebagai hutang.
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(8) Acara bagi akadnikah dan pendaftaran sesuatu perkahwinan di
bawah seksyen ini adalah serupa dalam serba perkara dengan yang
dipakai bagi perkahwinan-perkahwinan lain yang diakadnikahkan
dan didaftarkan dalam Wilayah Persekutuan di bawah Akta ini.

Seksyen 24
Akadnikah perkahwinan di Kedutaan-kedutaan, dsb., Malaysia di luar negeri

(1) Tertakluk kepada subseksyen (2), perkahwinan boleh diakadnikahkan mengikut
Hukum Syara' oleh Pendaftar yang dilantik di bawah seksyen 28 (3) di Kedutaan,
Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul Malaysia di mana-mana negara yang telah
tidak memberitahu Kerajaan Malaysia tentang bantahannya terhadap
pengakadnikahan perkahwinan di Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat
Konsul itu.

(2) Sebelum mengakadnikahkan sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini, Pendaftar
hendaklah berpuas hati-

(a) bahawa satu atau kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu adalah pemastautin
Wilayah Persekutuan;

(b) bahawa tiap-tiap satu pihak mempunyai keupayaan untuk berkahwin mengikut
Hukum Syara' dan Akta ini; dan

(c) bahawa, jika salah satu pihak bukan pemastautin Wilayah Persekutuan,
perkahwinan yang dicadangkan itu, jika diakadnikahkan, akan dikira sebagai
sah di tempat di mana pihak itu bermastautin.

(3) Acara bagi akadnikah dan pendaftaran perkahwinan di bawah seksyen ini
hendaklah serupa dalam serba perkara dengan yang dipakai bagi perkahwinan -
perkahwinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan dalam Wilayah
Persekutuan di bawah Akta ini seolah-olah Pendaftar yang dilantik untuk sesuatu
negara asing adalah seorang Pendaftar untuk Wilayah Persekutuan.

BAHAGIAN Il (PENDAFTARAN PERKAHWINAN)

Seksyen 25
Pendaftaran

Perkahwinan selepas tarikh yang ditetapkan tiap-tiap orang yang bermastautin dalam
Wilayah Persekutuan dan perkahwinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar negeri tetapi
bermastautin dalam Wilayah Persekutuan hendaklah didaftarkan mengikut Akta ini.

Seksyen 26
Surat perakuan nikah dan surat perakuan ta'liq

(1) Selepas mendaftarkan sesuatu perkahwinan dan selepas dibayar kepadanya fee yang
ditetapkan, Pendaftar hendaklah mengeluarkan suatu surat perakuan nikah dalam
borang yang ditetapkan kepada kedua-dua pihak bagi perkahwinan itu.

(2) Pendaftar hendaklah juga, selepas dibayar fee yang ditetapkan, mengeluarkan suatu
surat perakuan ta'liq dalam borang yang ditetapkan kepada tiap-tiap satu pihak bagi
perkahwinan itu.
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Seksyen 27
Melaporkan perkahwinan yang taksah atau tak legal.

Adalah menjadi kewajipan tiap-tiap orang untuk melaporkan kepada Pendaftar tentang hal
keadaan sesuatu kes dalam mana dia berpendapat bahawa sesuatu perkahwinan adalah
taksah atau bahawa sesuatu perkahwinan yang kena didaftarkan telah diakadnikahkan
bersalahan dengan Akta ini.

Seksyen 28
Perlantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar, Timbalan, dan Penolong Pendaftar Perkahwinan,
Perceraian, dan Ruju' Orang Islam.

(1) Yang di-Pertuan Agong boleh melantik mana-mana pegawai awam yang
berkelayakan untuk menjadi Ketua Pendaftar Perkahwinan, Perceraian,
dan Ruju' Orang Islam bagi maksud-maksud Akta ini, yang mana adalah
berkuasa menjalankan penyeliaan dan kawalan ke atas Pendaftar-
Pendaftar dan pendaftaran perkahwinan, perceraian, dan ruju’ di bawah
Akta ini.

[AktaA202]  (2) Yang di-Pertuan Agong boleh melantik beberapa orang yang berkelayakan
sebagaimana perlu, untuk menjadi Pendaftar Kanan, Pendaftar, atau
Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju’ Orang Islam bagi
mana-mana kariah masjid dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan
sebagaimana ditentukan dalam perlantikan itu.

(3) Yang di-Pertuan Agong boleh, melalui pemberitahuan dalam Warta,
melantik mana-mana anggota staf diplomatik Malaysia di mana-mana
negara untuk menjadi Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju’
Orang Islam bagi maksud-maksud Akta ini di negara itu.

(4) Tiap-tiap orang yang dilantik di bawah subseksyen (1) yang bukan
pegawai awam hendaklah disifatkan sebagai pegawai awam bagi maksud-
maksud Kanun Keseksaan.

Seksyen 29
Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua perkahwinan

Tiap-tiap Pendaftar hendaklah menyimpan suatu Daftar Perkahwinan dan buku-buku
sebagaimana yang ditetapkan oleh Akta ini atau oleh kaedah-kaedah yang dibuat di bawah
Akta ini, dan tiap-tiap perkahwinan yang diakadnikahkan dalam Wilayah Persekutuan
hendaklah didaftarkan dengan sewajarnya oleh Pendaftar dalam Daftar Perkahwinannya.

Seksyen 30
Salinan-salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar

(1) Tiap-tiap Pendaftar hendaklah, dengan seberapa segera yang praktik selepas akhir
tiap-tiap satu bulan, menyerahkan kepada Ketua Pendaftar suatu salinan tiap-tiap
catatan yang diperakui benar dan ditandatangani olehnya yang telah dibuat dalam
Daftar Perkahwinan.
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(2) Semua salinan itu hendaklah disimpan oleh Ketua Pendaftar mengikut apa-apa
cara sebagaimana yang ditetapkan dan hendaklah menjadi Daftar Perkahwinan
Ketua Pendaftar.

Seksyen 31
Pendaftaran perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermastautin dalam Wilayah
Persekutuan.

(3) Jika seseorang yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan telah berkahwin di
luar negeri dengan sah mengikut Hukum Syara’, bukannya satu perkahwinan yang
didaftarkan di bawah seksyen 24, maka orang itu hendaklah, dalam masa enam
bulan selepas tarikh perkahwinan itu, hadir di hadapan Pendaftar Perkahwinan,
Perceraian, dan Ruju' Orang Islam yang berhampiran sekali atau yang terdapat
dengan paling senang di luar negeri untuk mendaftarkan perkahwinan itu, dan
perkahwinan itu, setelah didaftarkan, hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di
bawah Akta ini.

(4) Jika sebelum tamat tempoh enam bulan itu salah satu atau kedua-dua pihak kepada
perkahwinan itu dijangkakan akan kembali ke Wilayah Persekutuan dan
perkahwinan itu belum didaftarkan di luar negeri, maka pendaftaran perkahwinan
itu hendaklah dibuat dalam masa enam bulan selepas salah satu atau kedua-dua
pihak itu mula-mula sampai di Wilayah Persekutuan dengan cara pihak itu atau
kedua-dua pihak itu hadir di hadapan mana-mana Pendaftar dalam Wilayah
Persekutuan dan :-

(a) mengemukakan kepada Pendaftar itu surat perakuan nikah atau apa-apa
keterangan, sama ada lisan atau dokumentar, yang boleh memuaskan hati
Pendaftar bahawa perkahwinan itu telah berlaku;

(b) memberi apa-apa butir sebagaimana yang dikehendaki oleh Pendaftar untuk
pendaftaran sewajarnya perkahwinan itu; dan

(c) memohon dalam borang yang ditetapkan supaya perkahwinan itu didaftarkan
dan menandatangani akuan di dalamnya.

(3) Pendaftar boleh mengecualikan satu daripada pihak-pihak itu daripada hadir jika
dia berpuas hati bahawa ada sebab-sebab yang baik dan cukup bagi pihak itu tidak
hadir dan dalam hal yang demikian catatan dalam Daftar Perkahwinan hendaklah
termasuk suatu pernyataan tentang sebab pihak itu tidak hadir.

(4) Selepas sahaja pendaftaran sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini, satu salinan
sah catatan dalam Daftar Perkahwinan yang diperakui dan ditandatangani oleh
Pendaftar hendaklah diserahkan atau dihantar kepada suami dan satu salinan lagi
kepada isteri, dan satu lagi salinan sah yang diperakui hendaklah dihantar, dalam
tempoh sebagaimana yang ditetapkan, kepada Ketua Pendaftar yang hendaklah
menyebabkan semua salinan-salinan yang diperakui itu dijilid bersama untuk
menjadi Daftar Perkahwinan Orang Islam Luar Negeri.

(5) Jika pihak-pihak kepada sesuatu perkahwinan yang dikehendaki didaftarkan di
bawah seksyen ini tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam tempoh yang dinyatakan
dalam subseksyen (1), perkahwinan itu boleh, atas permohonan kepada Pendaftar,
didaftarkan kemudian setelah dibayar apa-apa penalti yang ditetapkan.

Seksyen 32
Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang.
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Tiada seseorang, lain daripada mereka yang dilantik di bawah seksyen 28, boleh-

(a) menyimpan apa-apa buku yang mana adalah atau yang berupa sebagai suatu daftar
yang disimpan mengikut Akta ini; atau

(b) mengeluarkan kepada seseorang apa-apa dokumen yang mana adalah atau yang
berupa sebagai suatu salinan surat perakuan bagi perkahwinan atau perakuan
perkahwinan yang didaftarkan oleh Pendaftar.

Seksyen 33
Pendaftaran sukarela perkahwinan-perkahwinan orang Islam yang diakadnikahkan
dahulunya di bawah mana-mana undang-undang.

(1) Walau apa pun peruntukan seksyen 6 dan seksyen 31, pihak-pihak kepada sesuatu
perkahwinan mengikut Hukum Syara' yang diakadnikahkan di bawah mana-mana
undang-undang sebelum atau selepas tarikh yang ditetapkan boleh, jika
perkahwinan itu belum didaftarkan, memohon pada bila-bila masa kepada
Pendaftar dalam borang yang ditetapkan untuk didaftarkan perkahwinan itu.

(2) Pendaftar boleh menghendaki pihak-pihak kepada perkahwinan itu hadir di
hadapannya dan mengemukakan apa-apa keterangan yang dikehendakinya
mengenai perkahwinan itu, sama ada lisan atau dokumentar, dan memberi apa-apa
butir lain sebagaimana yang dikehendaki olehnya.

(3) Pendaftar boleh, setelah puas hati tentang kebenaran pernyataan-pernyataan yang
terkandung dalam permohonan itu, mendaftarkan perkahwinan itu dengan
mencatatkan butir-butir mengenainya dalam Daftar Perkahwinan yang ditetapkan
bagi maksud ini.

(4) Catatan perkahwinan dalam Daftar Perkahwinan itu hendaklah ditandatangani oleh
Pendaftar yang membuat catatan itu dan oleh kedua-dua pihak kepada perkahwinan
itu, jika dapat hadir, jika tidak, oleh mana-mana satu pihak yang hadir di hadapan
Pendaftar.

(5) Selepas perkahwinan itu didaftarkan, satu salinan catatan dalam Daftar
Perkahwinan yang diperakui dan ditandatangani oleh Pendaftar dan dimeterai
dengan meterai jawatannya hendaklah diserahkan atau dihantar kepada suami dan
satu salinan lagi kepada isteri dan satu salinan ketiga hendaklah dihantar kepada
Ketua Pendaftar.

(6) Pendaftar tidak boleh mendaftarkan sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini jika
dia berpuas hati bahawa perkahwinan itu adalah tidak diakui di bawah Akta ini.

Seksyen 34
Efek pendaftaran di sisi undang-undang

Tiada apa-apa jua dalam Akta ini atau dalam kaedah-kaedah yang dibuat di bawah Akta
ini boleh ditafsirkan sebagai menjadikan diakui atau tidak diakui sesuatu perkahwinan
semata-mata oleh sebab ianya telah didaftarkan atau tidak didaftarkan, yang mana,
sebaliknya, adalah tidak diakui atau diakui.

BAHAGIAN IV

(PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN
AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN)
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Seksyen 35
Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan.

Jika seseorang yang dikehendaki oleh seksyen 31 hadir di hadapan seorang Pendaftar tidak
berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, maka dia adalah melakukan suatu
kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak
melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 36
Pelanggaran terhadap seksyen 32.

Seseorang yang melanggar seksyen 32 adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah
dihukum denda tidak melebihi lima ratus ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan atau
kedua-duanya denda dan penjara itu; dan bagi kesalahan kali kedua atau yang kemudiannya
hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam
bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 37
Gangguan terhadap perkahwinan.

Kecuali jika dibenarkan oleh Hukum Syara’, seseorang yang menggunakan apa-apa
kekerasan atau ugutan-

(@) untuk memaksa seseorang berkahwin bertentangan dengan kemahuannya; atau
(b) untuk menahan seseorang lelaki yang telah mencapai umur lapan belas tahun atau
seseorang perempuan yang telah mencapai umur enam belas tahun dari
berkahwin dengan sahnya,
adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu
ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 38
Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan.

Jika seseorang, bagi maksud mendapatkan suatu perkahwinan dilakukan di bawah Akta
ini, sengaja membuat sesuatu akuan atau pernyataan yang palsu, maka orang itu adalah
melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit
atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 39
Akadnikah perkahwinan yang tidak dibenarkan.

Seseorang Yyang mengakadnikahkan atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai
mengakadnikahkan sesuatu perkahwinan manakala dia tidak diberi kuasa di bawah Akta
ini, adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu
ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara
itu.

Seksyen 40
Kesalahan-kesalahan berhubungan dengan akadnikah perkahwinan.
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(1) Seseorang yang dengan diketahuinya mengakadnikahkan atau berbuat sesuatu yang
berupa sebagai mengakadnikahkan atau menjalankan upacara sesuatu
perkahwinan:-

(a) tanpa ada kebenaran berkahwin sebagaimana dikehendaki oleh seksyen 19; atau
(b) di hadapan selain dari di hadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang boleh
dipercayai di samping orang yang mengakadnikahkan perkahwinan itu,
adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu
ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

(2) Seseorang yang berkahwin atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai akadnikah atau
yang menjalani sesuatu cara akadnikah dengan sesiapa jua berlawanan dengan
mana-mana peruntukan Bahagian Il adalah melakukan suatu kesalahan dan
hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak
melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 41
Kebenaran untuk mendakwa.

[Akta A902] Tiada apa-apa dakwaan atas sesuatu kesalahan di bawah seksyen 35 hingga
40 boleh dibawa kecuali dengan kebenaran bertulis dari Ketua Pendakwa
Syarie.

Seksyen 42
Membetulkan kesilapan.

(1) Jika Pendaftar berpuas hati melalui akuan berkanun atau selainnya bahawa sesuatu
catatan berhubungan dengan sesuatu perkahwinan adalah silap pada bentuk atau
isinya, dia boleh, di hadapan orang-orang yang bernikah itu, atau, jika mereka tidak
ada, di hadapan dua orang saksi yang boleh dipercayai, membetulkan kesilapan itu
dengan memotong catatan itu dan membuat catatan yang betul dan dia hendaklah
selepas itu mengarahkan supaya catatan dalam Daftar Perkahwinan tempatan
dibetulkan mengikut cara yang sama.

(2) Pendaftar hendaklah menandatangani dan mentarikhkan pembetulan yang dibuat
dalam surat perakuan nikah itu dan dalam Daftar Perkahwinan tempatan itu.

(3) Tiap-tiap catatan yang dibuat di bawah subseksyen (1) hendaklah diakusaksi oleh
saksi-saksi yang dihadapannya catatan itu telah dibuat.

(4) Suatu salinan pembetulan itu yang diperakui hendaklah dihantar dengan segera
kepada Ketua Pendaftar supaya suatu pembetulan yang serupa dibuat dalam Daftar
Perkahwinannya.

Seksyen 43
Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan.

(1) Tiap-tiap Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan yang disimpan oleh Ketua
Pendaftar atau Pendaftar di bawah Akta ini hendaklah terbuka untuk diperiksa oleh
mana-mana orang setelah dibayar fee yang ditetapkan.

(2) Ketua Pendaftar atau Pendaftar, mengikut mana yang berkenaan, hendaklah,
setelah dibayar fee yang ditetapkan, memberi suatu salinan catatan dalam Daftar
Perkahwinan dan indeks, yang diperakui dengan tandatangan dan meterai jawatan
Ketua Pendaftar atau Pendaftar itu, mengikut mana yang berkenaan, kepada
seseorang yang menghendakinya.
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Seksyen 44
Bukti.

Tiap-tiap Daftar Perkahwinan yang disimpan oleh Ketua Pendaftar atau Pendaftar di bawah
Akta ini dan sesuatu salinan apa-apa catatan di dalamnya, yang diperakui dengan
tandatangan dan meterai jawatannya sebagai suatu salinan atau cabutan yang benar, adalah
menjadi keterangan prima facie dalam semua mahkamah dan tribunal dalam mengenai
tarikh-tarikh dan perbuatan-perbuatan yang terkandung atau dinyatakan dalam Daftar
Perkahwinan, salinan atau cabutan itu.

BAHAGIAN V (PEMBUBARAN PERKAHWINAN)

Seksyen 45
Takat kuasa untuk membuat sesuatu perintah.

Kecuali sebagaimana diperuntukkan selainnya dengan nyata, tiada apa-apa jua dalam Akta
ini membolehkan Mahkamah membuat sesuatu perintah perceraian atau perintah mengenai
perceraian atau membenarkan seseorang suami melafazkan talag kecuali:-

(@) jika perkahwinan itu telah didaftarkan atau disifatkan sebagai didaftarkan di
bawah Akta ini; atau

(b) jika perkahwinan itu telah dilangsungkan mengikut Hukum Syara’; dan

(c) jika pemastautinan salah satu pihak kepada perkahwinan pada masa
permohonan itu diserahkan adalah dalam Wilayah Persekutuan.

Seksyen 46
Pertukaran agama

(1) Jika salah satu pihak kepada sesuatu perkahwinan itu murtad atau memeluk sesuatu
kepercayaan lain daripada Islam, maka perbuatan yang demikian tidak boleh dengan
sendirinya berkuatkuasa membubarkan perkahwinan itu melainkan dan sehingga
disahkan sedemikian oleh Mahkamah.

(2) Jika salah satu pihak kepada sesuatu perkahwinan bukan Islam memeluk agama
Islam, maka perbuatan yang demikian tidak boleh dengan sendirinya berkuatkuasa
membubarkan perkahwinan itu melainkan dan sehingga disahkan sedemikian oleh
Mahkamah.

Seksyen 47
Perceraian dengan talag atau dengan perintah.

(1) Seseorang suami atau seseorang isteri yang hendak bercerai hendaklah
menyerahkan suatu permohonan untuk perceraian kepada Mahkamah
dalam borang yang ditetapkan, disertai dengan suatu akuan
mengandungi-

(@) butir-butir mengenai perkahwinan itu dan nama, umur dan jantina
anak-anak, jika ada, hasil dari perkahwinan itu;

(b) butir-butir mengenai fakta-fakta yang memberi bidangkuasa
kepada Mahkamah di bawah seksyen 45;
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(c) butir-butir mengenai apa-apa prosiding yang dahulu mengenai hal-
ehwal suami isteri antara pihak-pihak itu, termasuk tempat
prosiding itu;

(d) suatu pernyataan tentang sebab-sebab hendak bercerai;

(e) suatu pernyataan tentang sama ada apa-apa, dan, jika ada, apakah
langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai perdamaian;

(F) syarat apa-apa perjanjian berkenaan dengan nafkah dan tempat
kediaman bagi isteri dan anak-anak dari perkahwinan itu, jika ada,
peruntukan bagi pemeliharaan dan penjagaan anak-anak dari
perkahwinan itu, jika ada, dan pembahagian apa-apa aset yang
diperolehi melalui usaha bersama pihak-pihak itu, jika ada, atau,
jika tiada, sesuatu persetujuan tersebut telah tercapai, cadangan
pemohon mengenai hal-hal itu; dan

(9) butir-butir mengenai perintah yang diminta.

(2) Selepas menerima sesuatu permohonan untuk perceraian, Mahkamah
hendaklah menyebabkan satu saman diserahkan kepada pihak yang satu
lagi itu bersama dengan satu salinan permohonan itu dan akuan
berkanun yang dibuat oleh pemohon, dan saman itu hendaklah
mengarahkan pihak yang satu lagi itu hadir di hadapan Mahkamah
untuk membolehkan Mahkamah menyiasat sama ada pihak yang satu
lagi itu bersetuju atau tidak terhadap perceraian itu.

(3) Jika pihak yang satu lagi itu bersetuju terhadap perceraian itu dan
Mahkamah berpuas hati selepas penyiasatan yang wajar bahawa
perkahwinan itu telah pecahbelah dengan tak dapat dipulihkan, maka
Mahkamah hendaklah menasihatkan suami supaya melafazkan satu
talaq di hadapan Mahkamah.

(4) Mahkamah hendaklah merekodkan hal satu talaq itu, dan hendaklah
menghantar satu salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar
yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.

(5) Jika pihak yang satu lagi itu tidak bersetuju terhadap perceraian itu atau
jika Mahkamah berpendapat bahawa ada kemungkinan yang
munasabah bagi suatu perdamaian antara pihak-pihak itu, Mahkamah
hendaklah dengan seberapa segera yang boleh melantik suatu
jawatankuasa pendamai terdiri daripada seorang Pegawai Agama
sebagai pengerusi dan dua orang lain, seorang untuk bertindak bagi
pihak suami dan seorang lagi bagi isteri, dan merujukkan kes itu kepada
jawatankuasa itu.

(6) Pada melantik dua orang itu di bawah subseksyen (5), Mahkamah
hendaklah, jika boleh, memberi keutamaan kepada saudara-saudara
karib pihak-pihak itu yang tahu akan hal keadaan kes itu.

(7) Mahkamah boleh memberi arahan-arahan kepada jawatankuasa
pendamai itu tentang hal menjalankan perdamaian itu dan ia hendaklah
menjalankannya mengikut arahan-arahan itu.

(8) Jika jawatankuasa itu tidak dapat bersetuju atau jika Mahkamah tidak
berpuas hati tentang cara ia menjalankan perdamaian itu, Mahkamah
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boleh memecat jawatankuasa itu dan melantik jawatankuasa lain bagi
menggantikannya.

(9) Jawatankuasa itu hendaklah berusaha mencapai perdamaian dalam
tempoh enam bulan dari tarikh ia dibentuk atau dalam tempoh yang
lebih lama mengikut sebagaimana yang dibenarkan oleh Mahkamah.

(10)  Jawatankuasa itu hendaklah meminta pihak-pihak itu hadir dan
hendaklah memberi tiap-tiap seorang dari mereka peluang untuk
didengar dan boleh mendengar mana-mana orang lain dan membuat
apa-apa penyiasatan yang difikirkannya patut dan boleh, jika ia fikirkan
perlu, menangguhkan prosidingnya dari semasa ke semasa.

(11) Jika jawatankuasa pendamai itu tidak dapat mencapai perdamaian
dan tidak dapat memujuk pihak-pihak itu supaya hidup semula bersama
sebagai suami isteri, jawatankuasa itu hendaklah mengeluarkan suatu
perakuan tentang hal yang demikian itu dan boleh melampirkan pada
perakuan itu apa-apa syor yang difikirkannya patut berkenaan dengan
nafkah dan penjagaan anak-anak belum dewasa dari perkahwinan itu,
jika ada, berkenaan dengan pembahagian harta, dan berkenaan dengan
hal-hal lain berhubungan dengan perkahwinan itu.

[Akta A902] (12) Tiada seseorang Peguam Syarie boleh hadir atau bertindak bagi mana-
mana pihak dalam sesuatu prosiding di hadapan sesuatu jawatankuasa
pendamai dan tiada sesuatu pihak boleh diwakili oleh sesiapa jua, selain
dari seorang ahli keluarganya yang karib, tanpa kebenaran jawatankuasa
pendamai itu.

(13) Jika jawatankuasa itu melaporkan kepada Mahkamah bahawa
perdamaian telah tercapai dan pihak-pihak itu telah hidup semula
bersama sebagai suami isteri, Mahkamah hendaklah menolak
permohonan untuk perceraian itu.

(14) Jika jawatankuasa mengemukakan kepada Mahkamah suatu
perakuan bahawa ia tidak dapat mencapai perdamaian dan tidak dapat
memujuk pihak-pihak itu supaya hidup semula bersama sebagai suami
isteri, Mahkamah hendaklah menasihatkan suami yang berkenaan itu
melafazkan satu talaq di hadapan Mahkamah, dan jika Mahkamah tidak
dapat mendapatkan suami itu hadir di hadapan Mahkamah untuk
melafazkan satu talag, atau jika suami itu enggan melafazkan satu talag,
maka Mahkamah hendaklah merujuk kes itu kepada Hakam untuk
tindakan menurut seksyen 48.

(15) Kehendak subseksyen (5) tentang rujukan kepada suatu
jawatankuasa pendamai tidak terpakai dalam sesuatu kes:-

(a) di mana pemohon mengatakan bahawa dia telah ditinggal langsung
oleh pihak yang satu lagi itu dan tidak tahu di mana pihak yang satu
lagi itu berada;

(b) di mana pihak yang satu lagi itu bermastautin di luar Malaysia
Barat dan ianya tidak mungkin masuk ke dalam bidangkuasa
Mahkamah yang berkenaan itu dalam masa enam bulan selepas
tarikh permohonan itu;
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(c) di mana pihak yang satu lagi itu sedang di penjara selama tempoh
tiga tahun atau lebih;

(d) di mana pemohon mengatakan bahawa pihak yang satu lagi itu
sedang mengidap penyakit otak yang tak boleh sembuh; atau

(e) di mana Mahkamah berpuas hati bahawa ada hal keadaan yang
luarbiasa yang menyebabkan rujukan kepada suatu jawatankuasa
pendamai tidak praktik.

[Akta A902] (16) Sesuatu talaq raj'i yang dilafazkan oleh suami melainkan dibatalkan
terlebih dahulu, sama ada secara nyata atau tafsiran, atau dengan
perintah daripada Mahkamah, tidak boleh berkuatkuasa untuk
membubarkan perkahwinan itu sehingga habisnya tempoh ‘iddah.

[Akta A902] (17) Jika isteri hamil pada masa talaq itu dilafazkan atau pada masa perintah
itu dibuat, talag atau perintah itu tidak boleh berkuatkuasa untuk
membubarkan perkahwinan itu sehingga berakhir kehamilan itu.

Seksyen 48
Timbangtara oleh Hakam.

(1) Jika Mahkamah berpuas hati bahawa perkelahian (shigaq) sentiasa berlaku antara
pihak-pihak kepada suatu perkahwinan, Mahkamah boleh melantik, mengikut
Hukum Syara’, dua orang penimbangtara atau Hakam untuk bertindak bagi pihak
suami dan isteri yang berkenaan itu masing-masing.

(2) Pada melantik Hakam di bawah subseksyen (1) Mahkamah hendaklah, jika boleh,
memberi keutamaan kepada saudara-saudara karib pihak-pihak yang berkenaan
itu yang tahu akan hal keadaan kes itu.

(3) Mahkamah boleh memberi arahan-arahan kepada Hakam tentang hal
menjalankan penimbangtaraan dan mereka hendaklah menjalankannya mengikut
arahan-arahan itu dan Hukum Syara'.

(4) Jika Hakam tidak dapat bersetuju, atau jika Mahkamah tidak puas hati dengan
cara mereka menjalankan penimbangtaraan itu, Mahkamah boleh memecat
mereka dan melantik Hakam lain bagi menggantikan mereka.

(5) Hakam hendaklah berusaha untuk mendapatkan kuasa penuh daripada prinsipal
mereka masing-masing dan boleh, jika kuasa mereka membenarkan, melafazkan
satu talag di hadapan Mahkamah jika dibenarkan sedemikian oleh Mahkamah,
dan jika demikian halnya, Mahkamah hendaklah merekodkan lafaz satu talaq itu,
danmenghantar satu salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar yang
berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.

(6) Jika Hakam berpendapat bahawa pihak-pihak itu patut bercerai tetapi tidak dapat
memerintahkan penceraian oleh kerana sesuatu sebab, Mahkamah hendaklah
melantik Hakam lain dan hendaklah memberi kepada mereka kuasa untuk
memerintahkan perceraian dan hendaklah, jika mereka berbuat demikian,
merekodkan perintah itu dan menghantarkan satu salinan rekod itu yang
diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk
didaftarkan.

(7) Melainkan jika dia adalah anggota keluarga terdekat pihak itu, maka tiada seorang
pun atau Peguam Syarie boleh dibenarkan hadir atau mewakili mana-mana pihak
di hadapan Hakam.
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Seksyen 49
Perceraian khul' atau cerai tebus talag.

(1) Jika suami tidak bersetuju menjatuhkan talaq dengan kerelaannya sendiri, tetapi
pihak-pihak itu bersetuju bercerai dengan cara penebusan atau cerai tebus talaq,
Mahkamah hendaklah, selepas jumlah bayaran tebus talaq dipersetujui oleh pihak-
pihak itu, mengarahkan suami itu melafazkan perceraian dengan cara penebusan,
dan perceraian itu adalah ba-in-sughra atau tak boleh diruju'kan.

(2) Mahkamah hendaklah merekodkan cerai tebus talag itu dengan sewajarnya dan
menghantarkan satu salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar yang
berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.

(3) Jika jumlah bayaran tebus talaq tidak dipersetujui oleh pihak-pihak itu, Mahkamah
boleh mentaksirkan jumlah itu mengikut Hukum Syara' dengan memberi
pertimbangan kepada taraf dan sumber kewangan pihak-pihak itu.

(4) Jika suami tidak bersetuju bercerai dengan cara penebusan atau tidak hadir di
hadapan Mahkamah sebagaimana diarahkan, atau jika Mahkamah berpendapat
bahawa ada kemungkinan yang munasabah bagi suatu perdamaian, Mahkamah
hendaklah melantik suatu jawatankuasa pendamai sebagaimana diperuntukkan di
bawah seksyen 47 dan seksyen itu hendaklah dipakai sewajarnya.

Seksyen 50
Perceraian di bawah ta'liq atau janji.

(1) Seseorang perempuan yang bersuami boleh, jika berhak mendapat perceraian
menurut syarat-syarat surat perakuan ta'lig yang dibuat selepas berkahwin,
memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan bahawa perceraian yang demikian
telah berlaku.

(2) Mahkamah hendaklah memeriksa permohonan itu dan membuat suatu penyiasatan
mengenai sahnya perceraian itu dan, jika berpuas hati bahawa perceraian itu adalah
sah mengikut Hukum Syara’, hendaklah mengesahkan dan merekodkan perceraian
itu dan menghantar satu salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar yang
berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.

Seksyen 50A
Penceraian dengan li'an

[Akta A902] (1) Jika pihak-pihak kepada sesuatu perkahwinan telah mengangkat sumpah
dengan cara li'an mengikut Hukum Syara' di hadapan Hakim Syarie,
apabila penghakiman, maka Hakim Syarie itu hendaklah memerintahkan
mereka difarakkan dan dipisahkan dan hidup berasingan selama-lamanya.

(2) Mahkamah hendaklah merekodkan perceraian dengan li'an itu dengan
sewajarnya dan menghantar suatu salinan rekod itu kepada Pendaftar yang
sesuai dan kepada Ketua Pendaftar bagi pendaftaran.

Seksyen 51
Hidup semula sebagai suami isteri ruju’

XL



Seksyen 52
Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh

(1) Seseorang perempuan yang berkahwin mengikut Hukum Syara' adalah
berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau
untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, iaitu-
(a) bahawa tempat di mana beradanya suami telah tidak diketahui selama

tempoh lebih daripada satu tahun;

(b) bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi
nafkahnya selama tempoh tiga bulan;

(c) bahawa suami telah dihukum penjara selama tempoh tiga tahun atau
lebih;

(d) bahawa suami telah tidak menunaikan, tanpa sebab yang munasabah,
kewajipan perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun;

(e) bahawa suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lagi
sedemikian dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami
telah mati pucuk;

(f) bahawa suami telah gila selama tempoh dua tahun atau sedang
mengidap penyakit kusta atau vitiligo atau sedang mengidap penyakit
kelamin dalam keadaan boleh berjangkit;

(g) bahawa isteri, setelah dikahwinkan oleh wali mujbirnya sebelum ia
mencapai umur baligh, menolak perkahwinan itu sebelum mencapai
umur lapan belas tahun, dan ia belum disetubuhi oleh suaminya itu;

(h) bahawa suami menganiayainya, iaitu, antara lain:-

(i) lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita
disebabkan oleh kelakuan aniaya; atau

(ii) berkawan dengan perempuan-perempuan jahat atau hidup
berperangai keji mengikut pandangan Hukum Syara’; atau

(iif)cuba memaksa isteri hidup secara lucah; atau

(iv)Melupuskan harta isteri atau melarang isteri itu dari menggunakan
hak-haknya di sisi undang-undang terhadap harta itu; atau

(v) Menghalang isteri dari menunai atau menjalankan kewajipan atau
amalan agamanya; atau

(vi)jika ia mempunyai isteri lebih daripada seorang, dia tidak melayani
isteri yang berkenaan secara adil mengikut kehendak-kehendak
Hukum Syara’;

(i) bahawa walau pun empat bulan berlalu tetapi isteri masih belum
disetubuhi oleh kerana suami bersengaja enggan mensetubuhinya;

(j) bahawa isteri tidak izin akan perkahwinan itu atau izinnya tidak sah,
sama ada oleh sebab paksaan, kesilapan, ketidaksempurnaan akal, atau
lain-lain hal keadaan yang diakui oleh Hukum Syara’;

[Akta A828] (k) bahawa pada masa perkahwinan itu isteri, sungguhpun berkebolehan
memberi izin yang sah, adalah seorang yang sakit otak, sama ada
berterusan atau berselangan dalam erti Ordinan Sakit Otak 1952 bagi
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, atau Ordinan Lunatik bagi
Wilayah Persekutuan Labuan, dan sakit otaknya adalah dari suatu jenis
atau setakat yang menjadikannya tidak layak untuk berkahwin;
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(I) apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan
perkahwinan atau bagi fasakh di bawah Hukum Syara'.
[Akta A202] (LA) Mana-mana orang yang berkahwin mengikut Hukum Syara' adalah berhak
mendapatkan perintah bagi pembubaran perkahwinan atau fasakh atas
alasan bahawa isteri menjadi tak upaya yang menghalang persetubuhan.

(2) Tiada sesuatu perintah boleh dibuat atas alasan dalam perenggan (c) dalam
subseksyen (1) sehingga hukuman itu telah dikemukakan dan suami
telahpun menjalani satu tahun dari hukuman itu.

(3) Sebelum membuat suatu perintah atas alasan dalam perenggan (e)dalam
subseksyen (1) Mahkamah hendaklah, atas permohonan suami, membuat
suatu perintah menghendaki suami memuaskan hati Mahkamah dalam
tempoh enam bulan dari tarikh perintah itu bahawa dia tidak lagi mati
pucuk, dan jika suami memuaskan hati Mahkamah sedemikian dalam
tempoh itu, tiada sesuatu perintah boleh dibuat atas alasan itu.

(4) Tiada sesuatu perintah boleh dibuat atas mana-mana alasan dalam
subseksyen (1) jika suami memuaskan hati Mahkamah bahawa isteri,
dengan mengetahui bahawa adalah terbuka kepadanya untuk mendapatkan
perkahwinan itu ditolak, telah bertingkahlaku terhadap suaminya dengan
cara yang menyebabkan suami mempercayai dengan munasabah bahawa
isteri tidak akan menolak perkahwinan itu, dan bahawa adalah tidak adil
kepada suami jika dibuat perintah itu.

Seksyen 53
Anggapan mati.

[Akta A902] (1) Jika suami mana-mana perempuan telah mati, atau dipercayai telah mati, atau
telah tidak didengar perkhabaran mengenainya bagi suatu tempoh empat tahun
atau lebih, dan hal keadaan adalah sebegitu hingga dia patut, bagi maksud
membolehkan perempuan itu berkahwin semula, dianggap mengikut Hukum
Syara' sebagai telah mati, maka Mahkamah boleh, di atas permohonan
perempuan itu dan selepas apa-apa siasatan yang wajar, mengeluarkan dalam
bentuk yang ditetapkan suatu perakuan menganggap kematian suami itu dan
Mahkamah boleh di atas permohonan perempuan itu membuat perintah bagi
pembubaran perkahwinan atau fasakh sebagaimana diperuntukkan di bawah
seksyen 52.

(2) Suatu perakuan yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) hendaklah
disifatkan sebagai perakuan kematian suami itu dalam erti seksyen 14 (4)
(b).3)Dalam hal keadaan yang disebut dalam subseksyen (1), seseorang
perempuan adalah tidak berhak berkahwin semula tanpa suatu perakuan yang
dikeluarkan di bawah subseksyen (1) walaupun Mahkamah Tinggi mungkin
telah memberi kebenaran menganggap suami itu telah mati.4)Perakuan yang
dikeluarkan di bawah subseksyen (1) hendaklah didaftarkan seolah-olah
perakuan itu telah mewujudkan perceraian.

Seksyen 54
Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan.
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(1) Tiap-tiap Pendaftar dan juga Ketua Pendaftar hendaklah masing-masing
menyenggara suatu Daftar Perceraian dan Pembatalan dan hendaklah serta-merta
mencatatkan di dalamnya butir-butir yang ditetapkan mengenai semua perintah
perceraian dan pembatalan yang dihantar kepadanya di bawah subseksyen (2) dan
mengenai semua perintah perceraian dan pembatalan yang dipohon di bawah
subseksyen (3) untuk didaftarkan.

(2) Tiap-tiap Mahkamah yang memberi dan merekodkan sesuatu perintah perceraian
atau pembatalan atau yang membenar dan merekodkan sesuatu talaq atau apa-apa
lain bentuk perceraian hendaklah serta-merta menghantar satu salinan rekod itu
yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar
untuk didaftarkan.

(3) Jika sesuatu perkahwinan yang diakadnikahkan dalam Wilayah Persekutuan adalah
dibubarkan atau dibatalkan dengan suatu perintah Mahkamah yang layak
berbidangkuasa di luar Wilayah Persekutuan, salah satu daripada pihak-pihak itu
boleh memohon kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar
untuk didaftarkan perintah itu, dan Pendaftar yang berkenaan itu dan Ketua
Pendaftar hendaklah mendaftarkan perintah itu apabila berpuas hati bahawa
perintah itu adalah satu perintah yang patut diiktiraf sebagai sah bagi maksud-
maksud undang-undang dalam Wilayah Persekutuan.

(4) Jika sesuatu lafaz talaq di hadapan Mahkamah atau sesuatu perintah perceraian atau
pembatalan, di mana jua telah diberi, telah membubarkan sesuatu perkahwinan
yang telah diakadnikahkan dalam Wilayah Persekutuan dan telah didaftarkan di
bawah Akta ini atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang
berkuatkuasa sebelum Akta ini, Pendaftar yang berkenaan dan Ketua Pendaftar
hendaklah, apabila mendaftarkan talag atau perintah itu, mengarahkan supaya
catatan mengenai perkahwinan itu dalam Daftar Perkahwinan ditandakan dengan
perkataan "Dibubarkan™ dan dengan rujukan mengenai perbicaraan dalam mana
talaq itu telah dilafazkan atau perintah itu telah dibuat.

(5) Apabila mendaftarkan sesuatu talag atau perintah perceraian atau pembatalan itu
dan apabila dibayar kepadanya fee yang ditetapkan, Ketua Pendaftar hendaklah
mengeluarkan surat perakuan cerai dan pembatalan dalam borang yang ditetapkan
kepada kedua-dua pihak itu.

Seksyen 55
Pendaftaran perceraian

[Akta A902] Tiada lafaz talaq atau perintah perceraian atau pembatalan boleh didaftarkan
melainkan Ketua Pendaftar berpuas hati bahawa Mahkamah telah membuat
perintah muktamad berhubungan dengannya.

Seksyen 55A
Pendaftaran perceraian di luar Mahkamah.

[AktaA902] (1) Walau apa pun seksyen 54, seseorang yang telah menceraikan isterinya dengan
lafaz talaq di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, hendaklah
dalam masa tujuh hari dari pelafazan talaq itu melaporkan kepada Mahkamah.

(2) Mahkamah hendaklah mengadakan siasatan untuk memastikan sama ada talaq
yang dilafaz itu adalah sah mengikut Hukum Syara'.
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(3) Jika Mahkamah berpuas hati bahawa talaq yang telah dilafazkan itu adalah sah

mengikut Hukum Syara', maka Mahkamah hendaklah, tertakluk kepada
seksyen 124-

(a) membuat perintah membenarkan perceraian dengan talag;

(b) merekodkan perceraian itu; dan

(c) menghantar salinan rekod itu kepada Pendaftar yang sewajarnya dan

kepada Ketua Pendaftar bagi pendaftaran.
Seksyen 56
Mut'ah atau pemberian saguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang
patu

Selain dari haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan
tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut'ah atau pemberian saguhati
kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila
berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut,
memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut Hukum
Syara'.

Seksyen 57
Hak terhadap mas kahwin, dsb., tidak akan tersentuh.

Tiada apa-apa jua yang terkandung dalam Akta ini boleh menyentuh apa-apa hak yang
mungkin ada pada seseorang isteri di bawah Hukum Syara' terhadap mas kahwinnya dan
pemberian kepadanya atau apa-apa bahagian daripadanya apabila perkahwinannya
dibubarkan.

Seksyen 58
Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian.

(1) Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila
membuat suatu perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang
diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama
mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil
jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(2) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah
mengambil perhatian tentang-

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam
bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu;

(b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi
manfaat bersama mereka;

(c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika
ada, dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah
hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.

(3) Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau
apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang
diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada
perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan
hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.
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(4) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah
memberi perhatian kepada-

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak
memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara
rumahtangga atau menjaga keluarga;

(b) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu,
jika ada, dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah
boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa
kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimana pun, pihak
yang telah memperolehi aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima
suatu kadar yang lebih besar.

(5) Bagi maksud seksyen ini, rujukan-rujukan mengenai aset yang diperolehi dalam
masa perkahwinan termasuklah aset-aset yang dipunyai oleh satu pihak sebelum
perkahwinan itu yang telah dimajukan pada sebahagian besarnya dalam masa
perkahwinan itu oleh pihak yang satu lagi itu atau dengan usaha bersama mereka

BAHAGIAN VI (NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN)

Seksyen 59
Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri, dan efek nusyuz.

(1) Tertakluk kepada Hukum Syara', Mahkamah boleh memerintahkan seseorang lelaki
membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya.

(2) Tertakluk kepada Hukum Syara' dan pengesahan Mahkamah, seseorang isteri
tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia nusyuz atau enggan dengan tidak
berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, iaitu, antara lain-

(a) apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya;

(b) apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan
suaminya;

(c) apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat
lain, tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut Hukum Syara'.

(3) Selepas sahaja isteri itu bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah sah
suaminya, maka isteri itu tidaklah lagi menjadi nusyuz.

Seksyen 60
Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi seseorang tertentu

Mahkamah boleh memerintahkan mana-mana orang yang bertanggungan tentang hal itu
mengikut Hukum Syara', supaya membayar nafkah kepada seorang lain jika dia tak upaya,
sepenuhnya atau sebahagiannya, dari mencari kehidupan oleh sebab kerosakan otak atau
jasmani atau tidak sihat dan Mahkamah berpuas hati bahawa memandang kepada
kemampuan orang yang pertama tersebut itu adalah munasabah memerintahkan
sedemikian.

Seksyen 61
Pentaksiran nafkah.
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Pada menentukan jumlah sesuatu nafkah yang hendak dibayar, Mahkamah hendaklah
mengasaskan pentaksirannya terutama sekali atas kemampuan dan keperluan pihak-pihak
itu, dengan mengira kadar nafkah itu berbanding dengan pendapatan orang yang
terhadapnya perintah itu dibuat.

Seksyen 62
Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran diberi bagi nafkah.

Mahkamah boleh, apabila menentukan nafkah, memerintahkan orang yang bertanggungan
membayar nafkah itu supaya memberi cagaran bagi kesemua atau apa-apa bahagiannya
dengan meletakhak apa-apa harta pada pemegang-pemegang amanah dengan amanah
supaya membayar nafkah itu atau sebahagiannya daripada pendapatan harta itu.

Seksyen 63
Mengkompaun nafkah.

Sesuatu perjanjian untuk membayar, dengan wang atau lain-lain harta, wang pokok bagi
menjelaskan segala tuntutan nafkah masa hadapan tidak boleh berkuatkuasa sehingga ia
telah diluluskan, dengan atau tanpa syarat-syarat, oleh Mahkamah, tetapi apabila
diluluskan sedemikian, hendaklah menjadi suatu pembelaan yang memadai terhadap apa-
apa tuntutan nafkah.

Seksyen 64
Lamanya tempoh perintah nafkah.

Kecuali jika sesuatu perintah nafkah dinyatakan sebagai selama sesuatu tempoh yang lebih
singkat atau telah dibatalkan, dan tertakluk kepada seksyen 65, sesuatu perintah nafkah
hendaklah tamat apabila mati orang yang kena membayar nafkah itu atau apabila mati
orang yang berhak menerima nafkah itu menurut perintah yang telah dibuat itu, mengikut
mana yang lebih awal.

Seksyen 65
Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian.

(1) Hak bagi seseorang isteri yang telah bercerai untuk menerima nafkah
daripada suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perintah Mahkamah
hendaklah terhenti apabila tamat tempoh '‘iddah atau apabila isteri itu
menjadi nusyuz.

[Akta A902] (2) Hak isteri yang diceraikan untuk menerima pemberian daripada bekas
suaminya di bawah sesuatu perjanjian hendaklah terhenti di atas
perkahwinan semula isteri itu.

Seksyen 66
Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah.

Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah, atau boleh
pada bila-bila masa membatalkan, sesuatu perintah nafkah yang masih berkuatkuasa, sama
ada bercagar atau tak bercagar, atas permohonan orang yang berhak menerima atau yang
kena membayar nafkah itu menurut perintah yang telah dibuat itu, jika Mahkamah berpuas
hati, bahawa perintah itu telah diasaskan atas sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta
atau jika sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan.
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Seksyen 67
Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah.

Tertakluk kepada seksyen 63, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke
semasa mengubah syarat-syarat sesuatu perjanjian tentang nafkah yang dibuat antara suami
dan isteri, sama ada dibuat sebelum atau selepas tarikh yang ditetapkan, jika Mahkamah
berpuas hati bahawa sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan, walau
apa pun peruntukan yang berlawanan dalam perjanjian itu.

Seksyen 68
Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahkan hak
miliknya.

Nafkah yang kena dibayar kepada seseorang di bawah sesuatu perintah Mahkamah tidak
boleh diserahhak atau dipindahmilik atau kena ditahan, diasingkan, atau dikenakan levi
untuk, atau berkenaan dengan, apa-apa hutang atau tuntutan.

Seksyen 69
Menuntut tunggakan nafkah.

[Akta A902] (1) Tunggakan nafkah yang tak bercagar, boleh dituntut sebagai suatu hutang
daripada pihak yang mungkir itu dan, jika tunggakan itu terkumpul kena
dibayar sebelum suatu perintah penerimaan dibuat terhadap pihak yang
mungkir itu, tunggakan itu boleh dibuktikan dalam kebankrapannya dan,
jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum dia mati, tunggakan itu
hendaklah menjadi suatu hutang yang kena dibayar dari harta pesakanya.

(2) Tunggakan nafkah yang tak bercagar yang terkumpul kena dibayar sebelum
orang yang berhak kepadanya itu mati boleh dituntut sebagai suatu hutang
oleh wakil diri di sisi undang-undang orang itu.

Seksyen 70
Nafkah sementara.

(1) Jika Mahkamah berpuas hati bahawa terdapat alasan-alasan untuk membayar nafkah,
Mahkamah boleh membuat suatu perintah terhadap suami bagi membayar nafkah
sementara yang akan berkuatkuasa dengan serta-merta dan terus berkuatkuasa
sehingga perintah Mahkamah dibuat atas permohonan untuk nafkah.

(2) Suami boleh melaraskan nafkah sementara yang dibayar dengan amaun yang
diperintah supaya dibayar untuk nafkah di bawah perintah Mahkamah, dengan syarat
bahawa amaun yang diterima oleh isteri, setelah ditolak apa-apa potongan, adalah
cukup untuk keperluan asasnya.

Seksyen 71
Hak tempat tinggal.

(3) Seseorang perempuan yang diceraikan adalah berhak tinggal di rumah di mana dia
biasa tinggal semasa dia berkahwin selagi suami tidak mendapatkan tempat tinggal
lain yang sesuai untuk isteri.

(4) Hak tempat tinggal yang diperuntukkan dalam subseksyen (1) akan terhenti-
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(a) jika tempoh ‘iddah telah tamat; atau
(b) jika tempoh penjagaan anak telah tamat; atau
jika perempuan itu telah berkahwin semula; atau
[aktaA902]  (d) jika perempuan itu telah bersalah melakukan perbuatan yang memberahikan
secara terbuka (fahisyah), dan sesudah itu suami boleh memohon kepada
Mahkamah supaya dikembalikan rumah itu kepadanya.

Seksyen 72
Kewajipan menanggung nafkah anak.

(1) Kecuali jika sesuatu perjanjian atau sesuatu perintah Mahkamah memperuntukkan
selainnya, maka adalah menjadi kewajipan seseorang lelaki menanggung nafkah
anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang
lain, sama ada dengan mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan,
perubatan, dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada
kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya.

(2) Kecuali seperti tersebut di atas, adalah menjadi kewajipan seseorang yang
bertanggungan di bawah Hukum Syara’, supaya menanggung nafkah atau memberi
sumbangan kepada nafkah kanak-kanak jika bapa kanak-kanak itu telah mati atau
tempat di mana bapanya berada tidak diketahui atau jika dan setakat mana bapanya
tidak berupaya menanggung nafkah mereka.

Seksyen 73
Kuasa mahkamah memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak.

Seksyen 74
Kuasa bagi Mahkamah memerintahkan cagaran bagi nafkah seseorang anak.

(1) Mahkamah boleh, apabila memerintahkan pembayaran nafkah untuk faedah
seseorang anak, memerintahkan orang yang bertanggungan membayar nafkah itu
supaya memberi cagaran bagi kesemua atau sebahagian daripadanya dengan
meletakhak apa-apa harta pada pemegang-pemegang amanah dengan amanah
supaya membayar nafkah itu atau sebahagiannya daripada pendapatan harta itu.

(2) Kemungkiran mematuhi perintah menghendaki orang yang bertanggungan
membayar nafkah itu meletakhak apa-apa harta pada pemegang amanah bagi
maksud subseksyen (1) boleh dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan
terhadap Mahkamah.

Seksyen 75
Kuasa bagi Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang
anak.

Mahkamah boleh, atas permohonan seseorang yang ada mempunyai kepentingan, pada
bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah, atau boleh pada bila-bila masa
membatalkan, sesuatu perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak, jika
Mahkamah berpuas hati bahawa perintah itu telah diasaskan atas sesuatu salah pernyataan
atau kesilapan fakta atau jika sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan.

Seksyen 76
Kuasa bagi Mahkamah mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak.
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Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah syarat-syarat
sesuatu perjanjian berhubung dengan penjagaan atau nafkah seseorang anak, sama ada
perjanjian itu dibuat sebelum atau selepas tarikh yang ditetapkan, walau apa pun
peruntukan yang berlawanan dalam perjanjian itu, jika Mahkamah berpuas hati bahawa
adalah munasabah dan untuk kebajikan anak itu berbuat demikian.

Seksyen 77
Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak.

[Akta A902]  Seksyen 69 hendaklah dipakai, dengan pindaan yang sesuai, dan mengikut
Hukum Syara' bagi perintah-perintah mengenai pembayaran nafkah untuk
faedah seseorang anak.

Seksyen 78
Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga.

(3) Jika seseorang lelaki telah menerima seseorang kanak-kanak yang bukan
anaknya sebagai seorang ahli keluarganya, maka adalah menjadi
kewajipannya menanggung nafkah kanak-kanak itu semasa dia masih seorang
kanak-kanak, setakat mana bapa dan ibu kanak-kanak itu tidak berbuat
demikian, dan Mahkamah boleh membuat apa-apa perintah yang perlu bagi
memastikan kebajikan kanak-kanak itu.

[Akta A902] (2) Kewajipan yang ditanggungkan oleh subseksyen (1) hendaklah terhenti jika
kanak-kanak itu dibawa balik oleh bapa atau ibunya.

[Aakta A902] (3) Apa-apa wang yang dibelanjakan oleh seseorang lelaki pada menanggung
nafkah seseorang kanak-kanak sebagaimana dikehendaki oleh subseksyen
(1) boleh dituntut daripada bapa atau ibu kanak-kanak itu.

Seksyen 79
Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak.

Kecuali :-

(a) jika sesuatu perintah mengenai nafkah seseorang anak dinyata sebagai selama
tempoh yang lebih singkat; atau

(b) jika sesuatu perintah itu telah dibatalkan; atau

(c) jika sesuatu perintah itu dibuat untuk-

(i) seseorang anak perempuan yang belum berkahwin atau yang, oleh sebab
sesuatu hilangupaya dari segi otak atau jasmani, tidak berkebolehan
menanggung nafkah dirinya;

(i) seorang anak lelaki yang, oleh sebab sesuatu hilangupaya dari segi otak atau
jasmani, tidak berkebolehan menanggung nafkah dirinya, perintah nafkah
hendaklah tamat apabila anak itu mencapai umur lapan belas tahun, tetapi
Mahkamah boleh, atas permohonan oleh anak itu atau oleh seseorang lain,
melanjutkan perintah nafkah itu supaya meliputi apa-apa tempoh tambahan
yang difikirkannya munasabah, bagi membolehkan anak itu mengikuti
pelajaran atau latihan lanjut atau lebih tinggi.
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Seksyen 80
Kewajipan menanggung nafkah anak-anak tak sahtaraf.

(1) Jika seseorang perempuan cuai atau enggan menanggung nafkah seseorang
anaknya yang tak sahtaraf yang tidak berupaya menanggung nafkah dirinya,
melainkan seorang anak yang dilahirkan akibat rogol, Mahkamah boleh,
apabila hal itu dibuktikan dengan sewajarnya, memerintahkan perempuan itu
memberi apa-apa elaun bulanan yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah.

[Akta A902] (2) [Dipotong].

(3) Elaun bulanan di bawah seksyen ini hendaklah kena dibayar dari tarikh
bermulanya kecuaian atau keengganan menanggung nafkah itu atau dari
sesuatu tarikh yang kemudian mengikut sebagaimana yang dinyatakan dalam
perintah itu.

BAHAGIAN VII (PENJAGAAN)
Hadanah atau Penjagaan Kanak-kanak

Seksyen 81
Orang-orang yang berhak menjaga kanak-kanak.

(1) Tertakluk kepada seksyen 82, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang
bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan
dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan.

(2) Jika Mahkamah berpendapat bahawa ibu adalah hilang kelayakan di bawah
Hukum Syara' dari mempunyai hak terhadap hadanah atau penjagaan
anaknya, maka hak itu, tertakluk kepada subseksyen (3), hendaklah berpindah
kepada salah seorang yang berikut mengikut susunan keutamaan yang
berikut, iaitu :-

(@) nenek sebelah ibu hingga ke atas peringkatnya

(b) bapa;

(c) nenek sebelah bapa hingga ke atas peringkatnya;

(d) kakak atau adik perempuan seibu sebapa;

(e) kakak atau adik perempuan seibu;

(f) kakak atau adik perempuan sebapa;

(g) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu sebapa;

(h) anak perempuan dari kakak atau adik seibu;

(i) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan sebapa;

(J)) emak saudara sebelah ibu;

(k) emak saudara sebelah bapa;

() waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai ‘asabah atau residuari:
[Akta A902] Dengan syarat penjagaan orang demikian tidak menjejaskan kebajikan kanak-

kanak itu.

(3) Tiada seseorang lelaki berhak terhadap penjagaan seseorang kanak-kanak
perempuan melainkan lelaki itu adalah seorang muhrim, iaitu, dia mempunyai
pertalian dengan kanak-kanak perempuan itu dalam mana dia dilarang
berkahwin dengannya.

[Akta A902] (4) Tertakluk kepada seksyen 82 dan 84, jika ada beberapa orang dari keturunan
atau peringkat yang sama, kesemuanya sama berkelayakan dan bersetuju

L



menjaga kanak-kanak itu, penjagaan hendaklah diamanahkan kepada orang
yang mempunyai sifat-sifat paling mulia yang menunjukkan perasaan paling
kasih sayang kepada kanak-kanak itu, dan jika kesemuanya sama mempunyai
sifat-sifat kemuliaan, maka yang tertua antara mereka adalah berhak mendapat
keutamaan.

Seksyen 82
Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan.

[Akta A902]  Seseorang yang mempunyai hak mendidik seseorang kanak-kanak, adalah
berhak menjalankan hak terhadap hadanah jika-

(a) dia adalah seorang Islam;
(b) dia adalah sempurna akal;
(c) dia berumur yang melayakkan dia memberi kepada kanak-kanak itu
jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak itu;
(d) dia berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah; dan
(e) diatinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi
apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani.
Seksyen 83
Bagaimana hak penjagaan hilang.

Hak seseorang perempuan terhadap hadanah adalah hilang :-

[Akta A902] (@) jika perempuan itu berkahwin dengan seseorang yang tidak mempunyai
pertalian dengan kanak-kanak itu yang orang itu dilarang berkahwin
dengan kanak-kanak itu, jika penjagaannya dalam hal sedemikian akan
menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu tetapi haknya untuk penjagaan
akan kembali semula jika perkahwinan itu dibubarkan;

(b) jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka;

(c) jika perempuan itu menukar pemastautinannya dengan tujuan untuk
mencegah bapa kanak-kanak itu dari menjalankan pengawasan yang
perlu ke atas kanak-kanak itu, kecuali bahawa seseorang isteri yang
bercerai boleh mengambil anaknya sendiri ke tempat lahir isteri itu;

(d) jika perempuan itu murtad;

(e) jika perempuan itu mencuaikan atau menganiaya kanak-kanak itu.

Seksyen 84
Lamanya penjagaan.

(1) Hak hadinah bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah tamat setelah kanak-
kanak itu mencapai umur tujuh tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur
sembilan tahun, jika kanak-kanak itu perempuan, tetapi Mahkamah boleh, atas
permohonan hadinah, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-
kanak itu mencapai umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur
sebelas tahun, jika kanak-kanak itu perempuan.

(2) Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-
kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (mumaiyiz), maka kanak-kanak itu
adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan
jika Mahkamah memerintahkan selainnya.
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Seksyen 85
Penjagaan anak-anak tak sahtaraf.

Penjagaan kanak-kanak tak sahtaraf adalah semata-mata pada ibu dan saudara mara ibu.

Seksyen 86
Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan.

(1) Walau apa pun peruntukan seksyen 81, Mahkamah boleh pada bila-bila masa
dengan perintah memilih untuk meletakkan seseorang kanak-kanak dalam
jagaan salah seorang daripada orang-orang yang tersebut di dalam seksyen itu
atau, jika ada hal keadaan yang luar biasa yang menyebabkan tidak diingini
bagi kanak-kanak itu diamanahkan kepada salah seorang daripada orang-
orang itu, Mahkamah boleh dengan perintah meletakkan kanak-kanak itu
dalam jagaan mana-mana orang lain atau mana-mana persatuan yang tujuan-
tujuannya adalah termasuk kebajikan kanak-kanak.

(2) Untuk memutuskan dalam jagaan siapakah seseorang kanak-kanak patut
diletakkan, pertimbangan yang utama ialah kebajikan kanak-kanak itu dan,
tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian
kepada :-

(a) kemahuan-kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu; dan
(b) kemahuan-kemahuan kanak-kanak itu, jika dia telah meningkat umur
dapat menyatakan sesuatu pendapatnya sendiri.

(3) Adalah menjadi suatu anggapan yang boleh dipatahkan bahawa adalah untuk
kebaikan seseorang kanak-kanak dalam masa dia kecil supaya berada
bersama ibunya, tetapi pada memutuskan sama ada anggapan itu dipakai bagi
fakta-fakta sesuatu kes tertentu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian
kepada tidak baiknya mengacau kehidupan seseorang kanak-kanak dengan
bertukar-tukarnya jagaan.

(4) Jika ada dua orang atau lebih kanak-kanak dari sesuatu perkahwinan,
Mahkamah tidaklah terikat meletakkan kedua-dua atau kesemuanya dalam
jagaan orang yang sama tetapi hendaklah menimbangkan kebajikan tiap-tiap
seorang secara berasingan.

[akta A202] (5) Mahkamah boleh, jika perlu, membuat perintah interim untuk menempatkan
kanak-kanak itu dalam penjagaan mana-mana orang atau institusi atau
persatuan dan perintah itu hendaklah serta merta dikuatkuasakan dan terus
dikuatkuasakan sehingga Mahkamah membuat perintah bagi penjagaan itu.

Seksyen 87
Perintah tertakluk kepada syarat-syarat

(1) Sesuatu perintah jagaan boleh dibuat tertakluk kepada apa-apa syarat yang
difikirkan oleh Mahkamah patut dikenakan dan, tertakluk kepada syarat-syarat, jika
ada, yang dipakai dari semasa ke semasa, perintah itu adalah menghakkan orang
yang diberi jagaan itu untuk memutuskan semua soal berhubungan dengan
pendidikan dan pelajaran kanak-kanak itu.

(2) Tanpa menyentuh keluasan subseksyen (1), sesuatu perintah jagaan boleh-

(a) mengandungi syarat-syarat tentang tempat di mana kanak-kanak itu akan
tinggal dan cara pelajarannya;
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(b) mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu berada bagi sementara dalam
pemeliharaan dan kawalan seseorang yang lain daripada orang yang diberi
jagaan itu;

(c) mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu melawat ibu atau bapa yang
tidak diberi jagaan atau seseorang dari keluarga ibu atau bapa yang telah mati
atau tidak diberi jagaan pada masa-masa dan bagi apa-apa tempoh
sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Mahkamabh;

(d) memberi ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang dari keluarga
ibu atau bapa yang telah mati atau tidak diberi jagaan hak untuk berjumpa
dengan kanak-kanak itu pada masa-masa dan dengan seberapa kerap yang
difikirkan munasabah oleh Mahkamah; atau

(e) melarang orang yang diberi jagaan itu daripada membawa kanak-kanak itu
keluar dari Malaysia.

Penjagaan ke atas Orang dan Harta

Seksyen 88
Orang-orang yang berhak kepada penjagaan.

(1) Sungguh pun hak terhadap hadanah atau penjagaan anak mungkin terletak pada
seseorang lain, bapa adalah penjaga hakiki yang pertama dan utama bagi diri dan
harta anaknya yang belum dewasa, dan apabila bapa telah mati, maka hak di sisi
undang-undang bagi menjaga anaknya itu adalah turun kepada salah seorang
yang berikut mengikut susunan keutamaan yang berikut, iaitu-

(a) datuk lelaki di sebelah bapa;

(b) wasi yang dilantik menurut wasiat bapa;

(c) wasi kepada wasi bapa;

(d) wasi datuk lelaki di sebelah bapa;

(e) wasi kepada wasi datuk di sebelah bapa,
dengan syarat bahawa dia adalah seorang Islam, seorang dewasa, adalah siuman, dan boleh
dipercayai.

(2) Bapa adalah sentiasa mempunyai kuasa paling luas untuk membuat melalui
wasiat apa-apa perkiraan yang difikirkannya baik sekali berhubung dengan
penjagaan anak-anaknya yang masih kanak-kanak dan berhubung dengan hal
memperlindungi kepentingan-kepentingan mereka, dengan syarat bahawa dia
adalah siuman sepenuhnya.

(3) Subseksyen (1) tidaklah terpakai jika had-had dan syarat-syarat bagi suratcara
yang meletakkan harta pada kanak-kanak itu terang-terang tidak membenarkan
orang-orang yang tersebut di dalamnya daripada menjalankan apa-apa kuasa ke
atas harta itu, dan dalam hal yang demikian Mahkamah hendaklah melantik
seorang penjaga bagi harta kanak-kanak itu.4)Bagi maksud-maksud penjagaan ke
atas diri dan harta, seseorang hendaklah disifatkan sebagai kanak-kanak
melainkan dia telah genap umur lapan belas tahun.

Seksyen 89
Kuasa ke atas harta takalih dan harta alih.

(1) Berkenaan dengan harta takalih, seseorang penjaga di sisi undang-undang tidak
mempunyai apa-apa kuasa untuk menjual, kecuali dalam hal-hal yang berikut, iaitu-
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(iii)jika, dengan menjual harta itu kepada orang luar, dia boleh mendapat harga
sekurang-kurangnya dua kali ganda harga harta itu;

(iv)jika kanak-kanak itu tidak mempunyai apa-apa mata pencarian lain, dan
penjualan itu adalah benar-benar perlu untuk menanggung nafkahnya, dan
kanak-kanak itu tidak mempunyai apa-apa harta lain;

(v) jika harta itu perlu dijual bagi maksud menjelaskan hutang pewasiat, yang
tidak dapat diselesaikan jika harta itu tidak dijual;

(vi)jika ada sesuatu peruntukan am dalam wasiat pewasiat itu yang tidak dapat
dikuatkuasakan dengan tidak dijual harta itu;

(vii) jika pendapatan yang terkumpul dari harta pesaka itu tidak mencukupi
untuk membayar perbelanjaan yang telah dilakukan dalam menguruskannya
dan untuk membayar hasil tanah;

(viii) jika harta itu sedang diancami bahaya yang akan menyebabkannya menjadi
musnah atau binasa oleh kerana reput;

(ix)jika harta itu ada dalam tangan orang yang tidak berhak kepadanya, dan
penjaga itu ada sebab bagi mengkhuatiri bahawa tidak ada peluang bagi
mendapatkan pemulihan yang saksama; atau

(x) dalam sesuatu hal lain, jika harta itu benar-benar perlu dijual atas alasan-
alasan lain yang dibenarkan oleh Hukum Syara' dan penjualan itu adalah
nyata atau jelas sekali untuk faedah kanak-kanak itu.

(2) Berkenaan dengan harta alih, seseorang penjaga di sisi undang-undang adalah
mempunyai kuasa menjual atau menyandarkan barang-barang dan hartabenda
kanak-kanak itu, jika dia berkehendakkan keperluan-keperluan yang mustahak,
seperti makanan, pakaian dan asuhan; dan jika harta alih seseorang kanak-kanak
adalah dijual dengan ikhlas dan jujur bagi sesuatu balasan yang memadai dengan
tujuan melaburkan hasil jualan itu dengan selamat dan untuk memperolehi
pendapatan tambahan, maka penjualan harta itu hendaklah dikira sebagai sah.

Seksyen 90
Perlantikan penjaga-penjaga oleh Mahkamah.

(1) Jika tidak ada penjaga-penjaga di sisi undang-undang, maka kewajipan bagi
melantik seseorang penjaga untuk memperlindungi dan memelihara harta kanak-
kanak itu adalah terletak ke atas Mahkamah dan pada membuat sesuatu perlantikan
Mahkamah hendaklah terutama sekali memberi pertimbangan-pertimbangan
kepada kebajikan kanak-kanak itu.

(2) Pada menimbangkan apakah akan menjadi kebajikan bagi kanak-kanak itu,
Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang umur dan jantina kanak-kanak
itu, watak dan kebolehan penjaga yang dicadangkan itu dan bagaimana karibnya
persaudaraannya dengan kanak-kanak itu; kemahuan-kemahuan, jika ada, ibu
bapanya yang telah mati, dan apa-apa hubungan penjaga yang dicadangkan itu yang
sedia ada dan yang dahulu dengan kanak-kanak itu atau dengan hartanya, dan jika
kanak-kanak itu telah mencapai umur membolehkannya untuk membuat sesuatu
pilihan yang bijak, maka Mahkamah boleh menimbangkan pilihannya itu.

Seksyen 91
Perlantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat.
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Seseorang ibu, sama ada seorang Islam atau seorang Kitabiyah, boleh dilantik dengan sah
menjadi wasi bagi bapa, dan dalam hal yang demikian ibu itu boleh menjalankan kuasa-
kuasanya sebagai penjaga melalui wasiat atau, jika tidak ada seorang penjaga di sisi
undang-undang ia boleh dilantik sebagai penjaga di sisi undang-undang oleh Mahkamah,
tetapi jika dia tidak dilantik sebagai demikian maka dia tidak boleh membuat apa-apa
urusan mengenai harta kanak-kanak itu.

Seksyen 92
Penjaga bersama dengan ibu.

Jika Mahkamah melantik ibu menjadi penjaga, Mahkamah boleh juga melantik seorang
lain menjadi penjaga sama ada bagi diri atau harta kanak-kanak itu atau kedua-duanya,
untuk bertindak bersama dengan ibu itu.

Seksyen 93
Perubahan kuasa penjaga harta.

Pada melantik seseorang penjaga bagi harta seseorang kanak-kanak, Mahkamah boleh,
dengan perintah, menentukan, menyekat, atau memperluaskan kuasa penjaga berhubungan
dengannya, setakat mana yang perlu bagi kebajikan kanak-kanak itu.

Seksyen 94
Pemecatan penjaga.

Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa memecat seseorang
penjaga, sama ada seorang ibu bapa atau orang lain dan sama ada dia adalah penjaga bagi
diri atau harta kanak-kanak, dan boleh melantik seorang lain menjadi penjaga untuk
menggantikannya.

Seksyen 95
Cagaran hendaklah diberi.

(1) Jika seseorang dilantik oleh Mahkamah menjadi penjaga bagi harta seseorang
kanak-kanak maka dia hendaklah, melainkan jika Mahkamah memerintahkan
selainnya, memberi cagaran dengan nilai sebanyak mana yang ditetapkan bahawa
dia akan melaksanakan kewajipan-kewajipan sebagai penjaga dengan sewajarnya.

(2) Cagaran itu hendaklah diberi mengikut cara yang ditetapkan pada masa itu bagi
penerima-penerima yang dilantik oleh Mahkamah; dan penjaga yang dilantik itu
hendaklah mengemukakan akaun-akuannya pada tempoh-tempoh yang
diperintahkan dan hendaklah membayar apa-apa baki yang diperakui kena dibayar
olehnya ke dalam Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan bagi penerima-
penerima.

Seksyen 96
Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamabh.

(1) Seseorang penjaga bagi harta seseorang kanak-kanak yang dilantik oleh Mahkamah
tidak boleh, tanpa kebenaran Mahkamah-
(a) menjual, menggadaikan, menggadai janji, menukar, ataupun dengan cara lain
melepaskan milik mana-mana harta alih atau harta takalih kanak-kanak itu;
atau
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(b) memajakkan mana-mana tanah keupayaan kanak-kanak itu selama tempoh
lebih daripada satu tahun.

(2) Apa-apa pelupusan harta seseorang kanak-kanak yang dilakukan bersalahan
dengan seksyen ini boleh ditetapkan sebagai taksah, dan atas penetapan itu
Mahkamah boleh membuat apa-apa perintah yang pada pendapatnya perlu untuk
mengembalikan harta yang dilupuskan itu kepada kanak-kanak itu.

(3) Mahkamah tidak boleh membuat apa-apa perintah di bawah subseksyen (2)
melainkan jika perlu atau baik bagi kepentingan kanak-kanak itu.

Seksyen 97
Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta modal.

Seseorang penjaga bagi harta seseorang kanak-kanak yang dilantik oleh Mahkamah tidak
boleh, melainkan jika Mahkamah memerintah sebaliknya dalam suatu hal, diberi kuasa
untuk memberi akuan penyelesaian yang sewajarnya bagi apa-apa legasi atau apa-apa wang
modal lain yang kena dibayar kepada atau boleh diterima oleh kanak-kanak itu.

Seksyen 98
Penjaga boleh menanggung kanak-kanak dari pendapatan

(1) Seseorang penjaga bagi harta seseorang kanak-kanak yang dilantik oleh Mahkamah
boleh membuat peruntukan yang berpatutan dari pendapatan harta itu untuk
menanggung nafkah dan pelajaran kanak-kanak itu memandang kepada taraf
kehidupan kanak-kanak itu; tetapi tiada apa-apa jumlah wang lebih daripada tiga
ratus ringgit sebulan boleh digunakan sedemikian tanpa kebenaran Mahkamabh.

(2) Jika pendapatan dari harta kanak-kanak itu yang ada dalam tangan penjaga itu tidak
mencukupi bagi maksud itu, atau jika wang adalah dikehendaki untuk kemajuan
kanak-kanak itu, maka Mahkamah boleh memerintahkan supaya peruntukan bagi
maksud itu diadakan dari harta modal kanak-kanak itu dan, bagi maksud itu,
Mahkamah boleh membenarkan apa-apa bahagian dari harta kanak-kanak itu
dijual, digadaikan, atau digadai janji dan boleh memberi apa-apa arahan
mengenainya sebagaimana yang perlu bagi kepentingan kanak-kanak itu.

Seksyen 99
Perintah khas mengenai harta kecil.

(1) Jika memandang kepada taraf kehidupan kanak-kanak itu dan kepada nilai hartanya
dan juga kepada segala hal keadaan kes yang berkenaan adalah didapati bermanfaat
supaya harta modal kanak-kanak itu digunakan bagi menanggung nafkah,
pelajaran, atau kemajuannya dengan cara yang boleh mengelakkan belanja bagi
membuat permohonan kepada Mahkamah, maka Mahkamah, daripada melantik
seorang penjaga bagi harta kanak-kanak itu, boleh memerintahkan supaya segala
harta kanak-kanak itu, dari apa jua jenis pun, diletakkan dalam tangan seseorang
yang akan dilantik oleh Mahkamah, dengan kuasa yang penuh untuk membuat apa-
apa urusan dan untuk menggunakan harta itu bagi maksud yang tersebut di atas
menurut budi bicaranya sendiri bebas dari apa-apa kawalan; dan dalam hal yang
demikian resit dari orang yang dilantik itu adalah menjadi akuan penyelesaian yang
sewajarnya bagi sesiapa jua yang membuat apa-apa pembayaran atau pindahmilik
apa-apa harta kepadanya bagi pihak kanak-kanak itu.
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(2) Seseorang yang dilantik di bawah subseksyen (1) boleh diperintahkan oleh
Mahkamah supaya mengemukakan suatu akaun mengenai urusan-urusan yang
dibuat olehnya mengenai harta kanak-kanak itu.3)Mahkamah boleh, kerana sesuatu
sebab yang memadai, membatalkan apa-apa perintah, atau memansuhkan apa-apa
perlantikan, yang dibuat di bawah subseksyen (1), dan boleh melantik seorang lain
dengan memberi kepadanya kuasa yang sama atau apa-apa kuasa yang lebih besar
atau lebih kecil yang difikirkannya patut, atau boleh melantik seorang penjaga bagi
harta kanak-kanak itu.

Seksyen 100
Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.

Seseorang penjaga boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan pendapat,
nasihat, atau budi bicaranya atas apa-apa soal mengenai pengurusan atau pentadbiran harta
kanak-kanak itu.

Seksyen 101
Perintah larangan oleh Mahkamah

(1) Walau apa pun peruntukan-peruntukan seksyen 89, Mahkamah boleh, jika ia
fikirkan perlu berbuat demikian membuat suatu perintah melarang bapa atau datuk
lelaki di sebelah bapa seorang kanak-kanak atau wasi-wasi mereka masing-masing
atau wasi-wasi kepada wasi-wasi mereka masing-masing dari-

(a) menjual, menggadaikan, menggadai janji, menukar, ataupun dengan cara lain
melepaskan milik mana-mana harta alih atau harta takalih kanak-kanak itu;
atau

(b) memajakkan mana-mana tanah kepunyaan kanak-kanak itu selama tempoh
lebih daripada satu tahun,

tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu dari Mahkamah.

(2) Apa-apa pelupusan harta seseorang kanak-kanak bersalahan dengan perintah itu
boleh ditetapkan sebagai taksah, dan atas penetapan itu Mahkamah boleh membuat
apa-apa perintah yang difikirkannya perlu untuk mengembalikan harta yang
dilupuskan itu kepada kanak-kanak itu.

(3) Mahkamah tidak boleh membuat apa-apa perintah di bawah subseksyen (2)
melainkan jika perlu atau baik bagi kepentingan kanak-kanak itu.

Seksyen 102
Penjaga bagi anak yatim.

Jika bapa dan datuk lelaki seseorang kanak-kanak telah mati tanpa melantik seorang
penjaga melalui wasiat, mana-mana penghulu, pegawai polis yang berpangkat tidak rendah
daripada Sarjan, mana-mana orang yang menjaga kanak-kanak itu, atau mana-mana orang
yang ada mempunyai kuasa-kuasa seorang Pelindung di bawah Akta Kanak-Kanak dan
Orang-Orang Muda 1947, boleh menyebabkan kanak-kanak itu dibawa ke hadapan
Mahkamah dan Mahkamah boleh melantik seorang penjaga sama ada bagi diri atau bagi
harta kanak-kanak itu, atau kedua-duanya.

Seksyen 103

[Akta A902] (Dipotong).
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Seksyen 104
Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai-pegawai kebajikan,
dsb.

Apabila menimbangkan apa-apa soal berhubungan dengan penjagaan atau nafkah
seseorang kanak-kanak, Mahkamah hendaklah, bila-bila juga praktik, menerima nasihat
seseorang, sama ada pegawai awam atau tidak, yang terlatih atau berpengalaman dalam
kebajikan kanak-kanak tetapi Mahkamah tidaklah terikat untuk menuruti nasihat itu.

Seksyen 105
Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia

(1) Mahkamah boleh, atas permohonan bapa atau ibu seseorang anak-
(@) jika keputusan sesuatu perbicaraan hal-ehwal suami-isteri belum selesai;
atau
(b) jika, di bawah sesuatu perjanjian atau di bawah perintah Mahkamah, hanya
ibu sahaja atau bapa sahaja ada mempunyai jagaan atas anak itu manakala
yang satu lagi itu tidak ada mempunyai jagaan,
mengeluarkan suatu tegahan menahan pihak yang satu lagi itu daripada membawa anak itu
keluar dari Malaysia atau Mahkamah boleh membenarkan anak itu dibawa keluar dari
Malaysia sama ada tanpa syarat atau tertakluk kepada apa-apa syarat atau akujanji yang
difikirkan patut oleh Mahkamah.

(2) Mahkamah boleh, atas permohonan seseorang yang ada mempunyai kepentingan,
mengeluarkan suatu tegahan menahan seseorang, lain daripada orang yang ada
mempunyai jagaan atas kanak-kanak itu, daripada membawa seseorang kanak-
kanak keluar dari Malaysia.

(3) Kemungkiran mematuhi sesuatu perintah yang dibuat di bawah seksyen ini boleh
dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan terhadap Mahkamah.

Relif-relif Lain

Seksyen 106
Kuasa bagi Mahkamah membatalkan dan menahan perpindahan-perpindahan yang
dimaksud untuk mengecewakan tuntutan-tuntutan nafkah

(1) Jika :-
(a) sesuatu perbicaraan hal-ehwal suami-isteri belum selesai; atau
(b) sesuatu perintah telah dibuat di bawah seksyen 56, 59, atau 73 dan belum
lagi dibatalkan; atau
(c) nafkah kena dibayar di bawah sesuatu perjanjian kepada atau untuk faedah
seorang isteri atau isteri yang dahulu atau anak,
Mahkamah adalah berkuasa atas permohonan :-

(i) jika ia berpuas hati bahawa apa-apa perpindahan harta telah dilakukan oleh
suami atau suami yang dahulu atau ibu atau bapa bagi orang yang telah
membuat atau yang bagi pihaknya telah dibuat permohonan itu, dalam masa
tiga tahun sebelumnya, dengan tujuan di pihak orang yang melakukan
perpindahan itu hendak mengurangkan kemampuannya membayar nafkah
atau kemampuan suami itu membayar mut'ah atau hendak menghalangi
isterinya daripada apa-apa hak berhubungan dengan harta itu, tertakluk
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kepada subseksyen (2), menghendaki orang yang membuat perpindahan itu
membatalkan perpindahan itu; dan
(ii) jika ia berpuas hati bahawa sesuatu perpindahan harta dicadang hendak
dilakukan dengan sesuatu tujuan yang demikian, memberi suatu tegahan
menahan perpindahan itu.
(2) Bagi maksud-maksud seksyen ini :-
"harta’ ertinya apa-apa jenis harta, alih atau takalih, dan termasuklah wang;
"perpindahan’ termasuklah sesuatu penjualan, pemberian, pajakan, gadai janji, atau apa-
apa transaksi lain yang dengannya pemunyaan atau pemilikan harta itu adalah
dipindahmilik atau dibebankan tetapi tidak termasuk sesuatu perpindahan yang dilakukan
kerana wang atau sesuatu bernilai wang kepada atau untuk faedah seseorang yang
bertindak dengan suci hati dan dengan tidak mengetahui tujuan perpindahan itu dilakukan.
(3) Kemungkiran mematuhi sesuatu perintah yang dibuat di bawah seksyen ini boleh
dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan terhadap Mahkamah.
Seksyen 107
Tegahan terhadap gangguan

(1) Mahkamah adalah berkuasa dalam masa perbicaraan hal-ehwal suami-isteri masih
belum selesai atau pada atau selepas pemberian sesuatu perintah perceraian, fasakh,
atau pembatalan, memerintahkan seseorang menahan dirinya dari mengganggui
atau menceroboh; dengan apa-apa cara pun ke atas suami atau isteri atau bekas
suami atau bekas isterinya.

(2) Kemungkiran mematuhi sesuatu perintah yang dibuat di bawah seksyen ini boleh
dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan terhadap Mahkamah.

BAHAGIAN VIII (PELBAGAI)

Seksyen 108
Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Wilayah Persekutuan.

(1) Sesuatu perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Wilayah
Persekutuan, lain daripada perkahwinan yang diakadnikahkan di sesuatu
Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul Malaysia di bawah
seksyen 24 hendaklah diiktiraf sebagai sah bagi segala maksud Akta ini jika-
(@) perkahwinan itu telah dilakukan mengikut cara yang dikehendaki atau

dibenarkan oleh undang-undang tempat di mana ia telah dilakukan;

(b) tiap-tiap satu pihak itu ada mempunyai, pada masa perkahwinannya itu,
keupayaan berkahwin di bawah undang-undang tempat bermastautinnya;
dan

(c) jika salah satu pihak itu adalah seorang pemastautin di Wilayah
Persekutuan, kedua-dua pihak ada mempunyai keupayaan berkahwin
mengikut Akta ini.

[Akta A902] (2) [Dipotong].

Seksyen 109
Pengiktirafan perkahwinan-perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-kedutaan, dsb., di
Wilayah Persekutuan.

(1) Sesuatu perkahwinan orang Islam yang bukan warganegara Malaysia yang
dilakukan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul
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negara asing di Wilayah Persekutuan hendaklah diiktiraf sebagai sah bagi

segala maksud Akta ini jika :-

(@) perkahwinan itu telah dilakukan mengikut cara yang dikehendaki atau
dibenarkan oleh undang-undang negara Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi,
atau Pejabat Konsul itu, atau mengikut cara yang dibenarkan di bawah
Akta ini;

(b) tiap-tiap satu pihak itu ada mempunyai, pada masa perkahwinannya itu,
keupayaan berkahwin di bawah undang-undang tempat bermastautinnya;
dan

(c) jika salah satu pihak itu adalah seorang pemastautin di Wilayah
Persekutuan, kedua-dua pihak ada mempunyai keupayaan berkahwin
mengikut Akta ini.

[Akta A902] (2) [Dipotong].

Kesahtarafan Anak

Seksyen 110
Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa

Jika seseorang perempuan yang berkahwin dengan seseorang lelaki melahirkan seorang
anak lebih daripada enam bulan gamariah dari tarikh perkahwinannya itu atau dalam masa
empat tahun gamariah selepas perkahwinannya itu dibubarkan sama ada oleh sebab
kematian lelaki itu atau oleh sebab perceraian, dan perempuan itu pula tidak berkahwin
semula, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu, tetapi lelaki itu boleh,
dengan cara li'an atau kutukan, menafikan anak itu sebagai anaknya di hadapan Mahkamah.

Seksyen 111
Kelahiran lebih empat tahun selepas pembubaran perkahwinan

Jika anak itu dilahirkan lebih daripada empat tahun gamariah selepas perkahwinan itu
dibubarkan sama ada oleh sebab kematian lelaki itu atau oleh sebab perceraian, lelaki itu
tidak boleh disifatkan sebagai bapa anak itu melainkan jika lelaki itu atau mana-mana
warisnya menegaskan bahawa anak itu adalah anak lelaki itu.

Seksyen 112
Kelahiran selepas pengakuan bahawa 'iddah telah tamat.

Jika seorang perempuan, yang tidak berkahwin semula, membuat satu pengakuan bahawa
tempoh ‘iddahnya telah tamat sama ada ‘iddah itu adalah oleh sebab kematian atau
perceraian dan perempuan itu kemudiannya melahirkan seorang anak, maka suami
perempuan itu tidak boleh disifatkan sebagai bapa anak itu melainkan jika anak itu telah
dilahirkan kurang daripada empat tahun gamariah dari tarikh perkahwinan itu dibubarkan
oleh sebab kematian suaminya itu atau oleh sebab perceraian.

Seksyen 113
Persetubuhan syubhah.

Jika seorang lelaki melakukan persetubuhan syubhah dengan seorang perempuan dan
kemudiannya perempuan itu melahirkan seorang anak dalam tempoh antara enam bulan
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gamariah hingga empat tahun gamariah selepas persetubuhan itu, maka lelaki itu hendaklah
disifatkan sebagai bapa anak itu.

Seksyen 114
Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah.

Jika seseorang lelaki mengaku seorang lain, sama ada dengan nyata atau dengan tersirat,
sebagai anaknya yang sah, lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu jika
syarat-syarat yang berikut dipenuhi, iaitu :-

(a) tiada seseorang lain disifatkan sebagai bapa anak itu;

(b) perbezaan antara umur lelaki itu dengan umur anak itu memunasabahkan
pertalian antara mereka sebagai bapa dan anak;

(c) jika anak itu telah akil baligh, di mana dia boleh membuat keputusan, anak itu
telah mempersetujui tentang ianya diakui sebagai anak;

(d) lelaki dan ibu anak itu mungkin boleh disatukan dengan sah dalam perkahwinan
pada masa pembenihan;

(e) pengakuan itu bukannya cuma mengakui anak itu sebagai anaknya, bahkan
mengakui anak itu sebagai anak sahtarafnya;

(F) lelaki itu adalah berkeupayaan membuat kontrak;

(9) pengakuan itu dibuat dengan tujuan semata-mata untuk memberi taraf
kesahtarafan;

(h) pengakuan itu adalah jelas maksudnya dan anak itu adalah diakui sebagai anak
kandungnya.

Seksyen 115
Anggapan dari pengakuan boleh dipatahkan.

Anggapan yang berbangkit dari pengakuan yang dibuat oleh seseorang bahawa dia adalah
bapa kepada seseorang yang diakuinya sebagai anak boleh dipatahkan hanya dengan-

(@) penolakan di pihak orang yang telah diakui sebagai anak itu;

(b) bukti bahawa perbezaan umur antara pihak yang mengaku dan pihak yang diakui
adalah sebegitu kecil, atau bahawa umur pihak yang diakui adalah sebegitu tinggi,
hingga menyebabkan pertalian yang dikatakan itu mustahil dari segi fizikal;

(c) bukti bahawa pihak yang diakui itu adalah sebenarnya anak seorang lain; atau

(d) bukti bahawa ibu anak itu tidak mungkin menjadi isteri yang sah kepada pihak
yang mengaku pada masa percantuman benih anak itu.

Seksyen 116
Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam 'iddah.

Jika orang yang membuat pengakuan itu adalah seorang perempuan yang berkahwin atau
yang sedang dalam 'iddah, suami perempuan itu tidak boleh disifatkan sebagai bapa kepada
orang yang diakui itu melainkan jika pengakuan perempuan itu disahkan oleh suaminya itu
atau disahkan dengan keterangan.

Seksyen 117
Mengakui seorang lain sebagai ibu atau bapa.
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Jika seseorang mengakui seorang lain sebagai bapa atau ibunya, maka pengakuan itu, jika
disetujui atau disahkan oleh orang yang diakui itu, sama ada dalam masa hayat atau selepas
kematian orang yang mengakui itu, adalah menjadi suatu perkeluargaan yang sah, setakat
mana perhubungan di antara bapa atau ibu dengan anak itu sahaja, dengan syarat bahawa
memandang kepada umur orang yang membuat pengakuan dan umur orang yang diakui itu
maka adalah munasabah orang yang diakui itu menjadi ibu atau bapa kepada orang yang
mengakui sedemikian.

Seksyen 118
Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu, atau bapa.

Jika seseorang mengakui seorang lain sebagai seorang keluarga, selain daripada sebagai
seorang anak, ibu, atau bapa, pengakuan itu tidak boleh menyentuh mana-mana orang lain
melainkan orang lain itu mengesahkan pengakuan itu.

Seksyen 119
Pengakuan tidak boleh dibatalkan.

Sesudah sahaja pengakuan atau pengesahan dibuat tentang pertalian sebagai bapa dan
anak atau tentang perkeluargaan atau persaudaraan, maka pengakuan atau pengesahan itu
tidak boleh dibatalkan.

Perintah supaya Hidup Bersama Semula

Seksyen 120
Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung

Jika seseorang telah tidak lagi hidup bersama dengan isterinya mengikut cara yang
dikehendaki oleh Hukum Syara', isteri itu boleh memohon kepada Mahkamah untuk
mendapatkan perintah supaya orang itu hidup bersama semula dengan isterinya.

Rayuan

Seksyen 121
Rayuan.

[Akta A902] Mana-mana orang yang terkilan dengan mana-mana keputusan mana-mana
Mahkamah, atau mana-mana Pendaftar di bawah Akta ini boleh merayu kepada
Mahkamah Rayuan Syariah.

Seksyen 122
[Akta A902] (Dipotong)
BAHAGIAN IX (PENALTI)

Seksyen 123
Poligami tanpa kebenaran Mahkamah

Jika seseorang lelaki berkahwin lagi di mana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya
yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu
dari Mahkamah maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum
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denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-
duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 124
Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah.

Jika seseorang lelaki menceraikan isterinya dengan melafazkan talag dengan apa-apa
bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah itu maka dia adalah melakukan
suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara
tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 125
Tidak membuat laporan.

(1) Jika seseorang berkewajipan membuat sesuatu laporan di bawah Akta ini dan dia
bersengaja cuai atau tidak berbuat demikian maka dia adalah melakukan suatu
kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau
penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

(2) Jika seseorang berkewajipan membuat sesuatu laporan atau dikehendaki
mengemukakan sesuatu permohonan di bawah Akta ini atau dikehendaki
memberi sesuatu maklumat atau menyempurnakan atau menandatangani apa-apa
dokumen yang perlu di sisi undang-undang bagi maksud melaksanakan
pendaftaran dokumen itu dan dia bersengaja cuai atau tidak membuat laporan itu
atau mematuhi kehendak itu maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan
hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak
melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 126
Meninggal langsung isteri.

[AktaA902] Jika seseorang telah diperintahkan oleh Mahkamah supaya hidup bersama semula
dengan isterinya dan dia bersengaja cuai atau tidak mematuhi perintah itu maka
dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak
melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-
duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 127
Menganiaya isteri.

Seseorang yang menganiaya isterinya atau menipu harta isterinya adalah melakukan suatu
kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak
melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 128
Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri

Seseorang yang tidak memberi keadilan sewajar kepada isterinya mengikut Hukum Syara'
adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu
ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 129
Isteri tidak menurut perintah.
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Seseorang perempuan yang bersengaja tidak menurut sesuatu perintah yang diberi oleh
suaminya yang sah mengikut Hukum Syara' adalah melakukan suatu kesalahan dan
hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ratus ringgit atau, bagi kesalahan kali kedua
atau kali kemudiannya, denda tidak melebihi lima ratus ringgit.

Seksyen 130
Jadi murtad untuk membatalkan perkahwinan

[Akta A902] Seseorang yang tidak suka akan suami atau isterinya dan dengan perdayaan
menjadikan dirinya murtad untuk membatalkan perkahwinannya adalah
melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum penjara tidak melebihi
setahun.

Seksyen 131
Persetubuhan luarnikah antara orang-orang bercerai.

(1) Seseorang lelaki yang, setelah menceraikan dengan sah isterinya, bersekedudukan
semula dengannya tanpa terlebih dahulu melafazkan ruju’ yang sah adalah
melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi lima
ratus ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya denda dan
penjara itu.

(2) Jika isterinya itu tidak tahu pada masa persekedudukan semula itu tentang telah
berlakunya perceraian itu, maka suami itu adalah melakukan suatu kesalahan dan
hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak
melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

(3) Seseorang perempuan yang bersubahat melakukan suatu kesalahan di bawah
subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda
tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-
duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 132
Kecuaian dengan sengaja untuk mematuhi perintah.

[Akta A902] (1) Tanpa menjejaskan hak mana-mana orang yang mempunyai kepentingan di
bawah mana-mana perintah yang dibuat di bawah Akta ini untuk
menguatkuasakan perintah di bawah Akta ini atau di bawah mana-mana
undang-undang lain, Mahkamah yang telah membuat perintah itu, dalam hal
kegagalan dengan sengaja untuk mematuhinya, boleh, jika perintah
sedemikian menghendaki pembayaran apa-apa amaun, mengarahkan amaun
yang kena dibayar itu dilevi mengikut cara yang diperuntukkan oleh undang-
undang bagi melevi denda yang dikenakan oleh Mahkamah atau boleh
menjatuhkan hukuman pemenjaraan kepada orang yang dengan sengaja gagal
mematuhinya jika perintah pembayaran tiap-tiap bulan masih belum dibayar,
atau, dalam mana-mana hal yang lain, pembayaran satu tahun yang masih
belum dibayar.

(2) Mahkamah boleh :-
(@) jika perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1) menetapkan bagi
pembayaran dibuat secara bulanan, menghukum orang yang dengan
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sengaja gagal mematuhinya dengan pemenjaraan tidak melebihi sebulan
bagi setiap bayaran bulanan yang masih belum dibayar; dan

[akta A902] (b) dalam mana-mana hal lain, menghukum orang yang dengan sengaja
gagal mematuhi perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1) dengan
pemenjaraan tidak melebihi setahun bagi mana-mana pembayaran yang
masih belum dibayar.

Seksyen 133
Percubaan dan subahat.

Barangsiapa cuba melakukan, atau bersubahat melakukan, sesuatu kesalahan di bawah
Akta ini adalah melakukan suatu kesalahan yang boleh dikenakan hukuman sama seperti
yang diperuntukkan bagi kesalahan itu.

BAHAGIAN X (AM)

Seksyen 134
Kuasa bagi membuat kaedah-kaedah.

(1) Yang di-Pertuan Agong, atas nasihat Majlis, boleh, melalui pemberitahuan dalam
Warta, membuat kaedah-kaedah untuk mengawal amalan dan acara dalam semua
perbicaraan hal-ehwal suami-isteri di bawah Akta ini mengikut sebagaimana yang
difikirkannya bermanfaat dan kaedah-kaedah untuk menetap dan mengawal fee dan
kos yang kena dibayar dalam semua perbicaraan itu; tertakluk kepadanya itu, semua
perbicaraan di bawah Akta ini hendaklah dikawal oleh amalan dan acara
Mahkamah yang ditetapkan oleh Enakmen Pentadbiran, setakat mana amalan dan
acara itu tidak berlawanan dengan Akta ini.

(2) Mengenai perkara amalan dan acara dalam perbicaraan hal-ehwal suami-isteri yang
tidak diperuntukkan dengan nyata dalam Akta ini atau dalam apa-apa kaedah-
kaedah yang dibuat di bawah Akta ini atau dalam Enakmen Pentadbiran,
Mahkamah boleh memakai apa-apa amalan dan acara yang difikirkannya wajar
bagi mengelakkan ketidakadilan dan bagi menyelesaikan perkara-perkara yang
dipersoalkan antara pihak-pihak.

(3) Yang di-Pertuan Agong, atas nasihat Majlis, boleh, melalui pemberitahuan dalam
Warta, membuat kaedah-kaedah bagi maksud Akta ini dan, tanpa menyentuh
keluasan yang tersebut itu, kaedah-kaedah itu boleh mengadakan peruntukan-
peruntukan bagi-

(a) cara bagaimana Pendaftar-Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju’
Orang Islam hendak menjalankan kuasa-kuasa yang diberi kepada mereka oleh
Akta ini;

(b) bentuk Daftar-Daftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju’ dan surat-surat
perakuan nikah, perceraian, dan ruju’ dan cara bagaimana Daftar-Daftar dan
surat-surat perakuan dikehendaki disimpan;

(c) membekal dan menyimpan dengan selamat Daftar-Daftar Perkahwinan,
Perceraian, dan Ruju’, bukunota-bukunota Pendaftar, dan segala akuan yang
dibuat bagi maksud-maksud Akta ini;

(d) menyedia dan mengemukakan penyata-penyata perkahwinan, perceraian, dan
ruju' yang didaftarkan di bawah Akta ini;
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(e) bentuk apa-apa perakuan, notis, atau lain-lain dokumen yang dikehendaki bagi
maksud melaksanakan Akta ini;
() membuat penceraian-penceraian dan memberi salinan-salinan yang diperakui;
(g) fee yang boleh dikenakan bagi maksud-maksud Akta ini;
(h) hukuman-hukuman kerana melanggar atau tidak mematuhi mana-mana
kaedah yang dibuat di bawah Akta ini; dan
(i) lain-lain perkara bagi maksud melaksanakan Akta ini.
Seksyen 135
Pemberhentian pemakaian Enakmen Selangor 3/52.

[Akta Ag28] Bahagian VI, VII, seksyen 155, 156, 158, 159, 160, dan perenggan (n) seksyen
178 Enakmen Pentadbiran adalah dengan ini dimansuhkan dan hendaklah oleh
sebab itu terhenti daripada terpakai bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
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